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MOTTO 
 ٌَ َُٕكت ٌْ َأ َّلَِإ ِمِطَبجْنِبث ْىَُكُْٛ َث ْىَُكنا َٕ َْيأ إُهُْكَأت َلَ إُ َيآ ٍَ ِٚرَّنا ب َٓ َُّٚأ َبٚ  حَزبَِجت  
  ُْىكُْ ِي ٍضاََست ٍْ َع  
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
 
 
(QS an- Nisa‟ ayat 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ة Ba B Be 
د Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 
 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
 
 
x 
 
ٔ Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...‟… Apostrop 
٘ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
 َِ   Kasrah I I 
 َُ  ‎ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. تتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. تْرٚ Yażhabu 
 
 
xi 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٖ...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ٔ...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فٛك Kaifa 
2. لٕح Ḥaula 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
٘...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
٘...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ٔ...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لبق Qāla 
2. مٛق Qīla 
3. لٕقٚ Yaqūlu 
4. ٙيز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dhamah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لبفطلأا خضٔز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. خحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بُّثز Rabbana 
2. لّصَ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌٔرخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤُنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لٕسزلَإد ًّ حيبي ٔ Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ًٍٛنبعنا ةز للهدًحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
 
 
xv 
 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٍٛقشاسناسٛخ ٕٓن الله ٌإٔ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ٌاصًٛنأ مٛكنا إفٔأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Anis Subekti, NIM: 16.21.1.1.028, “Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem 
Tebasan dalam Prespektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Desa Guli, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali” 
Jual beli tebasan merupakan jual beli hasil tanaman ketika belum dituai atau 
dipetik. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara borongan tanpa ditimbang 
terlebih dahulu, karena hanya dengan menggunakan perkiraan dalam menentukan 
jumlahnya. Jual beli tebasan ini dilakukan dengan cara lisan atas dasar rasa 
percaya antara petani dengan penebas dan dilakukan ketika padi sudah mulai 
menguning. Dalam hal pembayaran penebas memberikan uang muka terlebih 
dahulu dan sisa pembayaran akan dibayar ketika padi sudah dipanen.  Namun, 
seringkali penebas dalam melaksanakan pemanenan padi terjadi keterlambatan 
atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Jika pihak penebas merasa rugi karena hasil 
panen tidak sesuai dengan taksiran, penebas seringkali memotong sisa 
pembayaran  secara sepihak. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan 
praktik jual beli tebasan padi di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten 
Boyolali dan untuk menjelaskan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan 
transaksi jual beli tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang 
berupa data hasil dari wawancara pada objek yang diteliti dan data sekunder yang 
berupa buku, internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Data 
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. 
Informan terdiri dari 10 petani dan 3 penebas. 
Dari penelitian tersebut dapat diperoleh hasil, dalam jual beli padi dengan 
sistem tebasan sudah sesuai dengan syariat islam, karena sudah memenuhi rukun 
dan syarat jual beli. Dalam praktiknya adanya wanprestasi terkait pengunduran 
waktu pemanenan dan pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan oleh 
penebas. Hal tersebut kurang sesuai dengan hukum islam karena merugikan salah 
satu pihak yaitu petani dan yang seharusnya menanggung kerugian adalah pihak 
penebas karena yang melakukan ingkar janji adalah pihak penebas. 
Kata Kunci: Jual Beli, Tebasan, Fiqh Muamalah 
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ABSTRACT 
Anis Subekti, SRN. 16.21.1.1.028, “The Implementation of Tebasan 
Trading System  Based on Fiqh Muamalah‟s Perspective in Case Study at Guli 
Village, Nogosari District, Boyolali”. 
 Tebasan trading is the way of sales agricultural product before the rice is 
harvested. Rice is sold in wholesale without weighting process, it just used 
estimation to determine the quantity. Tebasan trading happened when the farmer 
and middleman have made orally appointment by trust each other while the rice 
almost ready to harvest. In payment, middleman should give the advance money 
first and after the rice has harvested, he will be paid the balance. Unfortunately, in 
the implementation of this trading, the middleman often did not keep the 
appointment that they made before. The middleman who is feeling disadvantage 
towards the result of harvest product, usually will not pay the balance. This 
research conducted to describe the implementation of tebasan trading at Guli 
Village, Nogosari district, Boyolali with aims to explain the fiqh muamalah‟s 
perspective towards the trading phenomenon.  
 This study uses qualitative research by using purposive sampling. Data 
sources were used in this research are two types. First, primary data which showed 
interview result of the research objective. Second, the secondary data involved 
book, internet and legal documents deals with the research. The data was collected 
by using interview method and documentation. There are 10 farmers and 3 
middlemen were being the informant of this research. 
Result of this research is agricultural trading of tebasan system has 
appropriated with the pillar and requirements of Islam selling-buying rules. In 
practice, there are default of retreat time of harvest and payment cutting that 
middlemen did. These matters unappropriated with the Islam Law because the 
farmers felt disadvantaged whereas it was being responsibility of the middlemen 
because they did not keep the appointment. 
Keywords: Trading, Tebasan, Fiqh Muamalah  
 
 
 
 
 
 
 
 
xx 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .......................................... iii 
HALAMAN NOTA DINAS ................................................................................. iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH ................................................ v 
HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................................................... vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................. viii 
KATA PENGANTAR ........................................................................................ xvi 
ABSTRAK ........................................................................................................ xviii 
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xx 
DAFTAR TABEL.............................................................................................. xxii 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xxiii 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 4 
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 4 
D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 5 
E. Kerangka Teori............................................................................................. 5 
F. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 10 
G. Metode Penelitian....................................................................................... 12 
H. Sistematika Penulisan................................................................................. 16 
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI 
A. Akad ........................................................................................................... 18 
1. Pengertian Akad ..................................................................................... 18 
2. Asas- Asas Akad..................................................................................... 19 
3. Rukun dan Syarat Akad .......................................................................... 20 
B. Jual Beli ...................................................................................................... 23 
1. Definisi Jual Beli .................................................................................... 23 
 
 
xxi 
 
2. Dasar Hukum Jual Beli ........................................................................... 24 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .................................................................... 25 
4. Macam- Macam Jual Beli ....................................................................... 29 
5. Bentuk- Bentuk Jual Beli yang Dilarang ................................................ 33 
C. Jual Beli Tebasan atau Jizaf ....................................................................... 38 
D. Wanprestasi ................................................................................................ 40 
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN 
SISTEM TEBASAN DI DESA GULI 
A. Sejarah Desa Guli ....................................................................................... 43 
B. Keadaan Demografi Desa Guli .................................................................. 44 
C. Keadaan Sosial Budaya .............................................................................. 48 
D. Keadaan Sosial Ekonomi ........................................................................... 49 
E. Keadaan Sosial Keagamaan ....................................................................... 50 
F. Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan .......................................... 51 
1. Objek dan Subjek Jual Beli .................................................................... 52 
2. Mekanisme Akad .................................................................................... 53 
3. Penyelesaian Masalah ............................................................................. 58 
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL 
BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA GULI KECAMATAN 
NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI 
A. Analisis Keabsahan Akad .......................................................................... 62 
B. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Ingkar Janji (wanprestasi) dalam Jual 
Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali ............................................................................................................. 67 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ................................................................................................ 75 
B. Saran-Saran ................................................................................................ 77 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
xxii 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 1: Keadaan Penduduk Desa Guli Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis 
Kelamin  ....................................................................................................... 45 
Tabel 2: Sarana Pendidikan yang Ada di Desa Guli  ................................................. 46 
Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Guli  ................... 47 
Tabel 4: Sarana Peribadatan yang Terdapat di Wilayah Desa Guli  .......................... 48 
Tabel 5: Mata Pencaharian di Desa Guli ................................................................... 49 
Tabel 6: Jumlah Penduduk Menurut Agama di Wilayah Desa Guli  ......................... 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiii 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1   :  Jadwal penelitian 
Lampiran 2   : Pedoman Wawancara dengan Petani 
Lampiran 3   : Pedoman Wawancara dengan Penebas 
Lampiran 4   : Hasil Wawancara Dengan Petani 
Lampiran 5   : Hasil Wawancara Dengan Penebas 
Lampiran 6   : Dokumentasi Foto 
Lampiran 7   : Daftar Riwayat Hidup 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ekonomi yang sangat pesat mendorong seseorang untuk 
bertindak kreatif serta inovatif dalam mengembangkan ekonominya. Salah 
satunya yaitu dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariat 
telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang adanya 
jual beli dengan menggunakan prinsip syariat tersebut. Hal tersebut sangat 
penting, karena melihat perkembangan ekonomi pada saat ini yang 
menawarkan segala bentuk dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip yang 
penting untuk mencari keuntungan.  
Jual beli memiliki permasalahan serta lika–liku yang jika dilaksanakan 
tidak sesuai dengan aturan dan norma–norma, akan menimbulkan 
permasalahan dalam masyarakat. Seperti halnya nafsu yang mendorong 
seseorang untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara apa saja. 
Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang di 
dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.
1
  
Oleh karena itu Islam menerapkan sistem ekonomi yang berbeda, di 
mana Islam memiliki syariat atau aturan dalam transaksi jual beli yang sesuai 
dengan syariat Islam. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus 
dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adanya syarat dan rukun di dalam jual beli 
harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan tersebut sah menurut hukum 
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  Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 1 
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islam. Walaupun demikian, kenyataannya masih banyak praktik jual beli yang 
masih ada unsur ingkar janji sehingga merugikan salah satu pihak. Dengan 
perkembangan zaman yang semakin modern, maka beranekaragam bentuk 
transaksi jual beli. Demikian pula yang terjadi di Desa Guli, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali.  
Desa Guli adalah desa yang mayoritas penduduk adalah terdiri dari 
petani, oleh sebab itu kebanyakan orang menggantungkan hidupnya dari hasil 
pertanian tersebut. Para petani tersebut dalam mengelola hasil panennya 
dengan cara berbeda- beda, ada yang membawanya pulang untuk kebutuhan 
sehari-hari dan ada juga yang menjualnya. Dalam hal penjualan di sini ada 
beberapa alternatif yang mereka tempuh. Sebagian orang, menjual hasil 
panennya ke pasar  dan sebagian besar masyarakat desa Guli enggan untuk 
menjualnya ke pasar melainkan lewat seseorang yang datang ke sawah untuk 
membeli hasil panen mereka.  
Jual beli dengan sistem tebas merupakan suatu rutinitas jual beli yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Guli dalam mengelola hasil pertanian, yaitu 
berupa padi. Penebasan dilakukan pada saat padi siap panen atau padi sudah 
kelihatan menguning. Jual beli tersebut dilakukan bertujuan agar mereka tidak 
bersusah payah dalam mengelola hasil panennya, karena pada saat musim 
hujan jarang adanya panas matahari sehingga membutuhkan waktu yang lama 
dalam pengeringan padi. Dengan demikian para petani banyak yang memilih 
menjual hasil panennya tersebut. Pada musim kemarau para petani menanam 
kacang tanah atau jagung, hanya  sebagian orang yang menanam padi, dengan 
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demikian pada musim kemarau petani dalam mengelola  hasil panennya 
memilih untuk dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari. 
Dalam pelaksanaannya di Desa Guli banyak para penebas yang 
melakukan wanprestasi. Seperti halnya mengenai hari atau waktu pelaksanaan 
penebasan. Dengan adanya diundurnya waktu pemanenan, petani lah yang 
akan dirugikan, karena umur padi yang semakin tua padi tersebut bisa roboh 
dan menyebabkan petani telat dalam menggarap sawah.
2
  
Tidak hanya mengenai waktu pemanenan, melainkan adanya pemotongan 
harga yang dilakukan pihak penebas tanpa persetujuan petani.  Awalnya sudah 
disepakati dengan harga sekian, akan tetapi jika penebas lama dalam 
pelaksanaan pemanenan sehingga padi roboh maka nilai jual padi tersebut 
akan turun. Sehingga secara sepihak ketika pihak penebas merasa rugi maka 
sisa pembayaran akan dipotong, akan tetapi jika penebas mengalami untung, 
penebas tidak memberikan kompensasi apapun kepada petani. Sehingga akan 
merugikan salah satu pihak yaitu petani.  Hal seperti ini lah yang menjadi 
permasalahan serta risiko para petani ketika memilih menjual hasil panennya 
dengan sistem tebas. 
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik memilih judul tersebut.  
Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian di Desa Guli Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali dikarenakan mayoritas penduduk Desa Guli 
adalah petani dan tersedianya data-data terkait jual beli padi dengan sitem 
tebas. Tujuan dilakukan penilitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual 
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beli tebasan padi di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten 
Boyolali.Untuk menjelaskan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan 
transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Guli, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali 
 Dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 
mengangkat judul “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Padi Dengan Sistem 
Tebas Dalam Prespektif Fiqh Muamalah" (Studi Kasus di Desa Guli, 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali). Oleh karena itu di sini akan 
dipaparkan tentang pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di desa 
tersebut dalam pandangan Fiqh Muamalah. 
B. Rumusan Masalah 
Setelah penulis mengamati pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli 
tebasan padi, adapun pokok masalah dalam penelitian ini.  
1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan padi di Desa Guli, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali ? 
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan transaksi 
jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, 
Kabupaten Boyolali ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu : 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli tebasan padi di Desa Guli, 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. 
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2. Untuk menjelaskan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan 
transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Guli, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada  
b. Penelitian ini sebagai wacana untuk memperoleh wawasan dan ilmu 
pengetahuan dalam jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Guli, 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. 
2. Secara praktis 
Pedoman penjual dan pembeli dalam berjual beli khususnya dalam 
jual beli tebasan padi agar dapat lebih memahami asas akad dan syarat 
rukun jual beli.  
E. Kerangka Teori 
Dalam hukum islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad 
yang di dasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat islam. Dalam 
islam, ijab dan kabul merupakan unsur yang penting pada suatu transaksi. 
Apabila terdapat dua kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilanjutkan 
dengan ijab dan kabul, maka terjadilah akad. Dalam hal ini, sesuatu disebut 
akad apabila
3
: 
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 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan 
dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 39. 
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a. Diwujudkan dalam ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak kedua 
belah pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima (kabul). 
b. Sesuai dengan aturan syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan syariat baik mengenai syarat dan 
rukunnya. 
c. Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan 
kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang melakukan akad. 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan dari masing-
masing pihak, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang 
diwijudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah
4
: 
a. „Aqid merupakan orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang, atau beberapa orang. Misalnya penjual dan 
pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, 
sedangkan ahli waris ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu 
kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. 
b. Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, misalnya benda-benda 
yang dijual dalam akad jual beli, akad hibbah (pemberian), pada akad 
gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 46-47. 
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c. Maudhu‟ al‟aqd yaitu tujuan atau maksud utama mengadakan akad. 
Dalam akad jual beli tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari 
penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. 
d. Shighat al‟aqd ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknnya dalam melakukan akad, sedangkan qabul ialah 
perkataan yang keluar dari para pihak yang melakukan akad, yang 
diucapkan setelah adanya ijab. 
Secara bahasa al-bai‟ (menjual) berarti mempertukarkan sesuau dengan 
sesuatu.
5
 Jual beli adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan 
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Dengan kata lain jual 
beli dapat terjadi dengan cara pertukaran antar dua pihak atas dasar rela dan 
memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa 
alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.
6
 
Tukar menukar harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan 
ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang 
dimaksud adalah sighot atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual 
dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh 
melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta 
yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman 
keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena 
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 Ghufron A Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 119 
6
 Siti Nur fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 189.  
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benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. 
Jika jenis-jenis benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang 
tidak sah. 
Makna harta yang dimaksud dalam jua beli adalah segala sesuatu yang 
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar 
baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau 
jasa. Dalam hal ini jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia 
berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam keemilikan orang lain, dan 
kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan . Oleh sebab itu jual beli adalah 
salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, 
karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan 
orang lain.
7
  
Rukun dan syarat jual beli
8
 : 
a. Ijab qabul, disyaratkan : 
Ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab 
dengan qabul. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya 
penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat.  
b. „Aqid  ( Pihak yang Berakad ) 
Jika dikatakan kata „aqid, maka perhatian langsung tertuju kepada 
penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya 
pemilikan.  Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan 
bertindak hukum sempurna (berakal dan baligh). Jual beli yang dilakukan 
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 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66-67. 
8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, ( Jakarta : Amzah, 2014 ), hlm. 21- 55 
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oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil 
yang tetapi sudah mumayiz hukumnya sah, hanya akibat hukumnya 
seperti serah terima barang dan harga belum dapat dilaksanakan, sudah 
ada izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualnelikan yang ringan-
ringan maka tidak diperlukan ijin dari wali.  
c.  Ma‟qud „Alaihi (Barang yang Diperjualbelikan)  
Barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada 
ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk 
mengadakan barang itu. Barang yang diperjual belikan dapat 
dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Barang itu telah dimiliki 
artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh 
diperjualbelikan.  
d.  Harga (Uang)  
Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlah nominalnya. 
Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek. 
Jika harga barang dibayar kemudian (utang) waktu pembayaran harus 
jelas.  
Dalam bermuamalat sering kali syarat dan rukun jual beli terpenuhi, akan 
tetapi dalam melakukan jual beli banyak godaan yang membuat sesorang 
dapat menyeleweng dari syariat salah satunya yaitu melakukan wanprestasi 
atau ingkar janji.  
Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan, seperti yang 
telah ditetapkan dalam perikatan. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan 
wanprestasi adalah: 
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
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2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.9 
Pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji 
(wanprestasi), apabila karena kesalahannya: 
1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.10 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi 
keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah 
membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi yang lain, seperti dari 
buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini. 
Adapun skripsi yang penulis temukan adalah : 
Skripsi yang ditulis oleh Anita Nurul Aini, Mahasiswa Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta, berjudul “Pandangan Hukum Islam 
Terhadap Jual Beli Tebasan Kencur (Studi Kasus Di Desa Kepoh, Kecamatan 
Sambi, Kabupaten Boyolali)“. Skripsi ini membahas mengenai jual beli 
kencur yang sudah siap panen dengan cara tebasan. Penelitian ini 
menerangkan bahwa penebas diberi kepercayaan atau amanah oleh pemilik 
kencur atau penjual untuk memanen kencur yang sudah siap panen. Pada 
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 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam 
Islam,(Bandung:CV Pustaka Setia,2011). Hal 103 
10 Ibid., hlm.104 
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penelitian ini jual beli dengan sistem tebasan berdasarkan adat kebiasaan 
yang terjadi di desa kepoh dan kaitannya dalam prespektif hukum islam 
diperbolehkan.
11
 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa 
praktiknya penelitian ini objeknya berupa padi yang sudah menguning, jadi 
kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena objeknya terlihat dan 
mampu untuk diperkirakan oleh pihak penebas yang sudah mahir dalam jual 
beli tersebut. 
Selain skripsi tersebut skripsi yang ditulis oleh Dennye Sylvia, 
Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta , berjudul 
"Jual Beli Tebasan Padi di Desa Joho Kecamatan Sukoharjo (Ditinjau dari 
Hukum Islam)". Skripsi ini membahas mengenai jual beli padi dengan sistem 
tebas yang sudah menguning atau siap panen. Penelitian ini menerangkan 
bahwa petani memberikan kepercayaan kepada penebas untuk menebas padi 
yang sudah siap panen. Pada penelitian ini jual beli tebasan padi pada 
dasarnya boleh, akan tetapi lebih utama kalau panen sendiri karena akan 
mendatangkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan ditebas. Bahwa 
jual beli tebasan padi di desa Joho mengikat bagi siapa yang melakukan 
dalam arti bagi si pelaku harus menanggung resiko yang disebabkan jual beli 
itu sendiri.
12
 Perbedaan dalam skripsi ini adalah bahwa penulis mengupas 
secara menyeluruh mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem 
                                                             
11
 Anita Nurul Aini “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Kencur" (Studi 
Kasus Di Desa Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali)”,Skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, 2006 
12 Denny Sylvia,  “Jual Beli Tebasan Padi di Desa Joho Kecamatan Sukoharjo" (Ditinjau 
dari Hukum Islam)”,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Surakarta, 2002 
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tebasan yang dilakukan oleh petani dan penebas, juga terkait bagaimana 
pembahasan adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penebas. 
Selain skripsi tersebut skripsi yang ditulis oleh Abad Sa‟dullah, 
Mahasiswa Fakultas Syariah Intstitut Agama Islam Negeri Tulungagung, 
berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual–Beli Hasil 
Pertanian Dengan Cara Borongan Di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari 
Kabupaten Trenggalek. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan jual beli 
hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqh Muamalah”. Jual beli 
tersebut sudah sesuai dengan aturan dari syariat islam yaitu adanya penjual 
dan pembeli saling rela dan dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. 
Ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama‟ fiqh Syafi‟iyyah, 
sistem jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem tebasan semua 
rukunnya dapat terpenuhi.
13
 Perbedaan antara skripsi tersebut dengan 
penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang  pelaksanaan 
jual beli padi dengan sistem tebas dan mengupas terkait kesepakatan yang 
terjadi antara petani an penebas apabila harga taksiran yang didapat oleh 
penebas tidak sesuai, akankah berakibat pada pembayaran yang telah 
disepakati sebelumnya. 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
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 Abad Sa‟dullah ,  “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual – Beli Hasil 
Pertanian Dengan Cara Borongan Di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten 
Trenggalek”,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Intstitut Agama Islam Negeri 
Tulungagung, 2016 
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Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan yang 
sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif yaitu menggambarkan dan meneliti fakta-fakta, kondisi maupun 
aktivitas yang ada dan pengkajian yang bersumber dari bahan-bahan 
yang berkaitan dengan tema pembahasan.
14
 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian yang bersifat field research, data penelitian 
berupa data primer dan sekunder. 
a. Data Primer 
Data penelitian yang diperoleh langsung pada subjek sebagai 
sumber informasi yang diteliti.
15
 Data ini meliputi data lapangan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara (interview) atau tanya jawab. 
Dalam hal ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan 
pentani dan penebas. 
b. Data Sekunder 
Data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi 
diperoleh dari orang atau pihak lain.
16
 Dalam hal ini data tersebut 
diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel yang masih 
                                                             
14
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ( Bandung : Alfabeta, 
2016 ), hlm 225 
15
 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Rosdakarya, 2013 ), hlm.6 
16
 Ibid hlm. 226  
14 
 
 
 
berkaitan dengan materi penelitian, dan media yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas di skripsi ini. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini berlokasi di wilayah Desa Guli, Kecamatan Nogosari, 
Kabupaten Boyolali, hal ini dikarenakan masih dilakukannya 
pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas. Penelitian ini dilakukan 
pada tanggal 1 Oktober 2019 – 31 Desember 2019 
4. Pengumpulan Data 
a. Metode wawancara (Interview) 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara 
terstruktur. Wawancara ini dimana pewawancara sudah menyiapkan 
daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan 
baik.
17
 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data, dengan cara 
bertanya langsung pada informan yaitu 10 petani dan 3 penebas.  
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
purposive sampling yaitu memilih informan dengan pertimbangan 
dan tujuan tertentu.
18
  Adapun kriteria dari informan yaitu seorang 
petani dan penebas yang sudah melakukan jual beli padi dengan 
sistem tebasan. 
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  Ibid., hlm. 233 
18  Ibid., hlm. 216 
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b. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data berupa tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang.
19
 Penelitian ini dokumen yang 
digunakan yaitu data penduduk Desa Guli Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi 
luas desa, jumlah penduduk, dan jumlah petani. 
5. Teknik analisa data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain. 
Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode metode 
deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori- teori atau faka – 
fakta yang bersifat umum yaitu ketentuan dalam fiqh muamalah 
mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Guli, 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, kemudian diteliti dan 
dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah 
mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas. 
                                                             
19
 Ibid., hlm.240 
16 
 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk gambaran yang jelas, dalam penulisan penelitian mengenai 
pelaksanaan transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dalam pandangan 
fiqh muamalah di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ini 
disusun secara sistematis, yang masing- masing bab mencerminkan satu 
kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut : 
BAB I, merupakan pendahuluan di dalamnya berisi latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II,  pada bab ini membahas tentang konsep jual beli dengan sistem 
tebas dan wanprestasi yang mencakup definisi jual beli, dasar hukum jual 
beli, rukun dan syarat jual beli, definisi tebasan, dan ingkar janji 
(wanprestasi). 
BAB III, pada bab ini berisikan tentang praktik jual beli padi dengan 
sistem tebas di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, penulis 
juga membahas tentang gambaran umum masyarakat di Desa Guli, kondisi 
sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Guli.  
BAB IV, pada bab ini berisi tentang pandangan fiqh muamalah mengenai 
hukum dan ingkar janji (wanprestasi) dalam jual beli dengan sistem tebasan, 
sebab atau latar belakang terjadinya ingkar janji dan madharat dalam jual beli 
tebasan padi di Desa Guli. 
17 
 
 
 
BAB V, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 
dan saran- saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan 
pada bagian akhir berisi mengenai daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
 18 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI 
A. Akad 
1. Pengertian Akad 
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara etimologi 
berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).
1
 Secara istilah 
al-Aqad yaitu ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun 
ikatan secara maknawi. Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul 
sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh 
(akibat)hukum pada objek perikatan.
2
  
Dalam hukum islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan 
akad yang di dasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat 
islam. Dalam islam, ijab dan kabul merupakan unsur yang penting pada 
suatu transaksi. Apabila terdapat dua kesepakatan antara kedua belah 
pihak dan dilanjutkan dengan ijab dan kabul, maka terjadilah akad. Dalam 
hal ini, sesuatu disebut akad apabila
3
: 
a. Diwujudkan dalam ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak kedua 
belah pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima (kabul). 
                                                             
1
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 
50. 
2
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan 
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3
 Ibid., hlm. 39 
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b. Sesuai dengan aturan syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan syariat baik mengenai syarat dan 
rukunnya. 
c. Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan 
kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang melakukan 
akad. 
2. Asas- Asas Akad 
Ada beberapa asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berfikir 
dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad 
dalam islam, yaitu
4
: 
a. Asas ilahiyah (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan 
kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah 
milik- Nya. Dengan demikian manusia dalam melakukan akad 
seharusnya berada pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. 
b. Asas kebebasan (hurriyah), yaitu kedua belah pihak yang melakukan 
akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian baik 
mengenai objek perjanjian maupun menetapkan persyaratan-
persyaratan yang lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian 
apabila terjadi perselisihan. 
c. Asas persamaan atau kesetaraan (al-musawamah), yaitu setiap orang 
mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perikatan atas asas 
persamaan dan kesetaraan. Para pihak dalam menentukan hak dan 
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 Ibid., hlm. 40-41 
20 
 
 
 
kewajiban secara setara. Tidak diperkenankan adanya kedzaliman 
salah satu pihak. 
d. Asas keadilan (al-„adalah), yaitu para pihak yang berakad dituntut 
untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, 
memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, dan memenuhi semua 
kewajiban. 
e. Asas kerelaan (al-ridha), yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti 
dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari setiap pihak 
yang menunjukkan keihklasan dan iktikad baik dari masing-masing 
pihak. 
f. Asas kejujuran dan kebenaran (al-shidq), yaitu kedua belah pihak 
yang melakukan akad harus melakukan transaksi secara jujur. Hal ini 
berarti dalam transaksi mengungkapkan dengan apa adanya tanpa 
rekayasa atau penipuan. 
g. Asas tertulis (al-kitabah), yaitu dalam perikatan dianjurkan 
dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Apabila transaksi 
tidak dilakukan secara tunai maka dapat dipegang suatu benda 
sebagai jaminan. 
3. Rukun dan Syarat Akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan dari masing-
21 
 
 
 
masing pihak, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang 
diwijudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah
5
: 
e. „Aqid merupakan orang yang berakad, terkadang masing-masing 
pihak terdiri dari satu orang, atau beberapa orang. Misalnya penjual 
dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu 
orang, sedangkan ahli waris ahli waris sepakat untuk memberikan 
sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. 
f. Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, misalnya benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, akad hibbah (pemberian), 
pada akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. 
g. Maudhu‟ al‟aqd yaitu tujuan atau maksud utama mengadakan akad. 
Dalam akad jual beli tujuan utamanya adalah memindahkan barang 
dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. 
h. Shighat al‟aqd ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknnya dalam melakukan akad, sedangkan qabul 
ialah perkataan yang keluar dari para pihak yang melakukan akad, 
yang diucapkan setelah adanya ijab. 
Setiap akad memiliki syarat yang ditetapkan oleh syara‟ yang wajib 
disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya aka dada dua macam
6
: 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 46-47. 
6
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a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum 
tersebut yaitu: 
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 
sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, 
orang yang berada di bawah pengampuan, dank arena boros. 
2) Yang dijadikan objek akad mampu menerima hukumnya. 
3) Akad tersebut diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh seseorang 
yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia buka 
„aqid yang memiliki barang. 
4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟, seperti jual 
beli mulasamah. 
5) Akad dapat memberikan faedah. 
6) Ijab itu berjalan menerus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 
7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang 
berijab telah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut 
batal. 
b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang 
wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini dapat juga 
disebut syarat idhafi (tambahan)yang harus ada di samping syarat-
syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.
7
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B. Jual Beli 
1. Definisi Jual Beli 
Jual beli (al-bai‟) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 
barang dengan barang (barter). Istilah jual beli dapat digunakan untuk 
menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan 
membeli.
8
 
Secara istilah jual beli adalah menukar barang dengan uang, dengan 
cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Jual beli 
tersebut dapat terjadi adanya pertukaran antara kedua belah pihak atas 
dasar rela dan berpindahnya hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 
yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.
9
 
Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta 
atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang 
disenangi dengan barang yang nilainya sepadan dan manfaat nilainya 
setara dan bermanfaat bagi masing-masing pihak.
10
 Dalam definisi tersebut 
terkandung pengertian “cara yang khusus” kata-kata tersebut dimaksudkan 
oleh ulama Hanafiyah yaitu ijab dan qabul, atau dapat melalui saling 
memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, 
harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi setiap manusia, 
sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang 
boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi 
                                                             
8
 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 
hlm. 21. 
9
 Siti Nur fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 189. 
10
 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah…, hlm. 21.  
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seorang muslim. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjualbelikan, 
maka menurut ulama Hanafiyah, jual-belinya tidak sah.
11
   
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara umat manusia 
mempunyai landasan yang kuat dalam al- Qur‟an dan sunah Rasulullah 
saw. Adapun ayat al- Qur‟an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berkaitan 
tentang jual beli,
12
 yaitu : 
Surat al- Baqarah ayat 275 
َبث ِّسنا َو َّسَح َٔ  َعْٛ َجْنا ُ َّاللَّ َّمََحأ  
Artinya: 
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…13 
 
Surat an- Nisa‟ ayat 29 
 
 ٍضاََست ٍْ َع  حَزبَِجت ٌَ َُٕكت ٌْ َأ َّلَِإ ِمِطَبجْنِبث ْىَُكُْٛ َث ْىَُكنا َٕ َْيأ إُهُْكَأت َلَ إُ َيآ ٍَ ِٚرَّنا ب َٓ َُّٚأ َبٚ 
  ْىُكُْ ِي 
Artinya: 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
 14
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 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat…, hlm. 68. 
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 Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2007), hlm. 47. 
14
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Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain: 
 َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُ َّاللَّ َّٗهَص َّٙ ِجَُّنا ٌَّ َأ ِ َِدِٛث ِمُج َّسنا ُم ًَ َع : َلَبق ؟ َُتَْٛطأ ِتْسَْكنا ُّ٘ َأ َمِئُس 
 ٍزُْٔسجَي ٍعْٛ َث ُّمُك َٔ  
 
Artinya: 
Bahwa Nabi SAW ditanya, “Mata pencaharian apa yang paling baik 
(afdhol) ?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya 
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (terpuji). Diriwayatkan oleh al-
Bazzar dan dishahihkan oleh al- Hakim.
15
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 
jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam hal ini 
menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah 
dengan jumhur ulama.  
Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab 
merupakan ungkapan membeli dari pembeli dan Kabul merupakan 
ungapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun 
dalam jual beli tersebut hanyalah kerelaan (rida/taradhi) masing-masing 
pihak untuk melakukan transaksi jual beli.
16
 
Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 
empat, antara lain
17
: 
a. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 
b. Ada sighat yaitu lafal ijab dan Kabul 
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 Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam (5), terj. Izzudin 
Karimi dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2007) hlm. 1. 
16
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat…, hlm. 71. 
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c. Ada barang yang diperjual belikan 
d. Ada nilai tukar pengganti barang 
Menurut ulama Hanafiyah, seseorang yang melakukan akad, barang 
yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual 
beli, bukan rukun jual beli. 
Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli 
yang dikemukakan jumhur ulama, antara lain: 
a. Syarat-syarat orang yang berakad. 
Seseorang yang melakukan jual beli para ulama fiqh bersepakat 
harus memenuhi syarat
3
 : 
1) Mumayyiz, balig dan berakal. Oleh sebab itu tidak sah akadnya 
orang gila, dan orang mabuk, begitu pula dengan akadnya anak 
kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat 
jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan 
mumayyiz, tidak mensyaratkan balig. 
2) Tidak dalam keadaan terpaksa  ketika melakukan akad. Menurut 
jumhur ulama apabila terdapat paksaan, maka akadnya dipandang 
tidak sah atau batal. Sedangkan menurut Hanafiyah sah akadnya 
ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, akan tetapi jika 
tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.
4
 
 
                                                             
3
 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18. 
4
  Imam Mustofa,  Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 
hlm. 25. 
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b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul 
Ijab merupakan perkataan penjual, sedangkan Kabul adalah 
ucapan si pembeli. Menurut para ulama fiqh bahwa syarat ijab dan 
kabul antara lain : 
1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari 
keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 
berselang lama.
5
  
2) Makna ijab dan kabul hendaklah mufakat. 
3)  Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua 
belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan 
membicarakan topic yang sama.
6
  
c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma‟qud „alaih)  
Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang 
diperjualbelikan antara lain
7
: 
1) Barang tersebut ada pada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang 
belum nyata seperti madhamin (bunga kurma yang belum 
menjadi buah), malaqih (janin hewan di kandungan induknya). 
2) Dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat bagi manusia. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidaklah sah menjual barang 
najis dan berlaku ketentuan haram. Jumhur ulama termasuk 
                                                             
5
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 281. 
6
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan…, hlm. 67. 
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Malikiyah dan Syafiiyah tidak megkategorikan sesuatu yang 
dilarang pemanfaatannya, seperti bangkai, darah, babi sebagai 
harta. Adapun Madzhab Hanafi dan Zhahiri membolehkan 
memanfaatkan dan menjual kotoran dan sampah-sampah yang 
mengandung najis bukan untuk dimakan dan diminum seperti, 
minyak najis yang digunakan utnuk bahan bakar dan cat pelapis 
untuk keperluan pertanian, pupuk pertanian, dan bahan bakar 
tungku api. 
3) Barang milik penjual. Tidak boleh Menjual barang yang hendak 
menjadi miliknya (belum sepenuhnya dimiliki) dan menjual 
barang orang lain tanpa meminta izin pemiliknya. 
4) Dapat diserah terimakan oleh kedua belah pihak pada saat 
melakukan transaksi atau pada waktu yang telah disepakati. 
Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang atau ikan yang akan 
ditangkap nelayan di laut karena tidak pasti serah-terimanya. 
Barang akad dapat diserahkan oleh orang yang berakad baik 
secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan atau penyerahan 
secara fisik. 
5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, 
kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan). Tidaklah 
sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang 
dapat menimbulkan perselisihan karena terdapat gharar.
8
 
                                                             
8
 Ibid., hlm. 66 
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d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 
Para ulama mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga 
barang) antara lain: 
1) Harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum 
seperti pemabayaran menggunakan cek dan akrtu kredit. Apabila 
harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu 
pembayarannya harus jelas. 
3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan 
barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar 
barang yang diharamkan oleh syara‟, seperti babi dan khamar, 
karena kedua benda tersebut tidak bernilai oleh syara‟.9 
4. Macam- Macam Jual Beli 
a. Jual beli dilihat dari sah atau tidaknya  
Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari sah atau tidaknya 
menjadi tiga bentuk yaitu
10
: 
1) Jual beli yang shahih 
Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih 
apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat 
yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada 
                                                             
9
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat…, hlm. 76-77. 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2017), hlm.121-125. 
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hak khiyar lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual 
beli shahih. 
2) Jual beli yang batal 
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah 
satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu 
pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang 
dilakukan anak-anak , orang gila, atau barang yang dijual itu 
barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, 
babi, khamar. 
3) Jual beli yang Fasid 
Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual 
beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait 
dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, 
seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, 
darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga 
barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual 
beli yang fasid. 
b. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya 
Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang 
diperjualbelikan terbagi menjadi empat macam yaitu
11
: 
1) Bai‟ al- Mutlak, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata 
uang. 
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 Enang Hidayat, Fiqih Jual…, hlm. 48. 
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2) Bai‟ al- Salam atau salaf, yaitu tukar menukar utang degan suatu 
barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya dengan 
cara ditunda dengan dengan pembayaran modal lebih awal. 
3) Bai‟ al- Sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang 
lainnya baik yang sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar 
emas dengan emas atau perak dengan perak. 
4) Bai‟ al- Muqayadhah (barter), merupakan tukar-menukar harta 
dengan harta selain emas dan perak. Jual beli tersebut disyaratkan 
harus sama dalam jumlah dan kadarnya. 
c. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya 
Pembagian jaul beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang 
dibagi menjadi tiga, yaitu
12
: 
1) Bai‟ al- Musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual 
tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli 
tersebut merupakan hukum asal dalam jual beli. 
2) Bai‟ al- Muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang 
yang ada di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut 
dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang 
disebutkan penjual. 
3) Bai‟ al- Amanah, merupakan penjualan yang harganya dibatasi 
dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinakmakan 
bai‟ al-amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 109. 
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jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli 
tersebut dibagi menjadi tiga macam: 
a) Bai‟ al- Murabahah, yaitu penjual menjual suatu barang 
tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah 
disepakati. 
b) Bai‟ al- Tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 
harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau 
menguranginya (rugi) 
c) Bai‟ al- Wadhi‟ah,yaitu penjual menjual barangnya dengan 
harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon). 
d. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti 
barangnya.
13
 
Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar 
pengganti barang terbagi menjadi empat macam: 
1) Bai‟ Munjiz al- Tsaman, yaitu jual beli yang didalamnya 
disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut dengan 
bai‟ al-naqd. 
2) Bai‟ Muajjal al- Tsaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan 
pembayaran secara kredit. 
3) Bai‟ Muajjal al- Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan 
bai‟ al- salam. 
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 Enang Hidayat, Fiqih Jual…, hlm. 49. 
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4) Bai‟ Muajjal al- „Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang. 
Hal ini dilarang syara‟. 
e. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya14 
Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya dapat dibagi 
menjadi empat macam: 
1) Bai‟ al- Mun‟aqid lawannya bai‟ al-bathil, yaitu jual beli 
disyariatkan (diperbolehkan oleh syara‟) 
2) Bai‟ al- Shahih lawannya bai‟ al-fasid, yaitu jual beli yang 
terpenuhi syarat sahnya. 
3) Bai‟ al- Nafidz lawannya bai‟ al-mauquf, yaitu jual beli shahih 
yang dilakukan orang yang cakap melaksanakannya seperti baliq 
dan berakal. 
4) Bai‟ al- Lazim lawannya  bai‟ ghair al-lazim, yaitu jual beli 
shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar  di dalamnya.    
5. Bentuk- Bentuk Jual Beli yang Dilarang 
Jual beli yang terlarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang 
dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak 
terpenuhinya syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah 
akan tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat serta 
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 Ibid, hlm. 50 
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rukunnya, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menghalangi 
kebolehan jual beli.
15
 
a. Jual beli yang terlarang karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun. 
Bentuk jual beli tersebut yaitu: 
1) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis.  
Barang yang najis atau haram untuk dimakan haram pula 
untuk diperjualbelikan, misalnya babi, berhala, bangkai, dan 
khamar (minuman yang memabukkan).
16
 
2) Jual beli yang belum jelas.  
Jual beli yang bersifat samar-samar haram untuk 
diperjualbelikan. Yang dimaksud samar-samar yaitu tidak jelas, 
baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, 
maupun ketidakjelasan yang lainnya. Adapun jual beli yang 
dilarang karena adanya ketidakjelasan antara lain
17
: 
a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. 
Misalnya, menjual putik manga untuk dipetik kalau sudah 
tua/ masak nanti.  
b) Jual beli barang yang belum tampak. Seperti, menjual ikan di 
kolam/laut, menjual ubi/ singkong yang masih ditanam, 
menjual ternak yang masih dalam kandungan induknya. 
3) Jual beli bersyarat 
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 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat…, hlm. 80. 
16
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
hlm. 83.  
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 Ibid., hlm. 82 
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Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat 
tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau terdapat 
unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
18
 Misalnya 
ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata “baik, mobilmu akan 
saya beli sekian dengan syarat anak gadismu harus jadi istriku”. 
4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan 
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, 
kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk 
diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku 
bacaan porno. 
5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya 
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan 
hukumnya haram, misalnya menjual anak binatang yang masih 
membutuhkan (bergantung) pada induknya. 
6) Jual beli muhalaqah 
Menjual tanam-tanaman yang masih ada di sawah atau 
lading. Hal ini dilarang karena jual beli tersebut masih samar-
samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
19
 
7) Jual beli mukhadharah 
Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas untuk 
dipanen). Misalnya menjual rambutan yang masih hijau, manga 
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 Abdullah Al- Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 
Darul Haq, 2011), hlm. 98-99 
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 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat…, hlm. 84. 
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yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang oleh agama karena 
barang ini masih samar, dalam hal ini kemungkinan terjadi buah 
tersebut jatuh tertiup angina kencang atau layu sebelum diambil 
oleh pembelinya.
20
 
8) Jual beli mulamasah  
Jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Seperti, seserang 
menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau 
siang hari, maka dalam hal ini menyentuh berarti telah membeli 
kain tersebut.
21
  
9) Jual beli munabadzah 
Jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti seseorang 
berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan 
kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah 
terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh 
agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul. 
10) Jual beli muzabanah 
 Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. 
Misalnya, menjual padi kering dengan padi basah sedang 
ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan 
pemilik padi yang kering.
22
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 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 103. 
21 Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2004), hlm. 94 
22
 Ibid., hlm.104 
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b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak 
terkait 
1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar 
Apabila ada dua orang yang masih melakukan tawar-
menawar atas sesuatu, maka terlarang bagi orang lain membeli 
barang tersebut, sebelum penawar yang pertama diputuskan. 
2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar 
Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke 
pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, 
sehingga ia kemudian menjual ke pasar dengan harga yang lebih 
murah.
23
 
3) Membeli barang dengan cara memborong untuk ditimbun, 
kemudian akan dijual ketika harga barang tersebut naik karena 
kelangkaan barang tersebut. Jual beli tersebut dilarang karena 
dapat menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak 
memperoleh barang keperluannya pada saat harga masih standar. 
4) Jual beli barang rampasan atau curian 
Jual beli semacam ini dilarang, jika si pembeli telah 
mengetahui bahwa barang tersebut barang curian/ rampasan, 
maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
24
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 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 
56. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 205. 
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C. Jual Beli Tebasan (Jizaf) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tebasan berarti 
memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum dituai 
atau dipetik.
25
  
Jizaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumalah banyak. 
Sedangkan dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa 
ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang 
dan dihitung lagi.
26
  
Jual beli jenis ini dikenal di antara para sahabat pada masa Rasulullah 
Saw. ketika itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang 
dapat dilihat, tapi tidak diketahui kuantitasnya kecuali berdasarkan dugaan 
dan perkiraan para ahli yang biasanya perkiraan mereka selalu benar dan 
jarang sekali salah. Kalaupun adanya ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi 
karena jumlahnya yang sedikit.  
Ibnu „Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata: 
 َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُالله َّٗهَص ُلُٕس َّسنا ُُىْب َٓ ََُف ِق ْٕ ُّسنا َٗهَْعِأث ب فاَصُج َوَبعَّطنا ٌَ ْٕ ُ َعَٚبَجَتٚ ا ْٕ َُبَك
 ُِ ْٕ ُ ُهقُْ َٚ َّٗتَحا ْٕ ُعْٛ َِجٚ ٌْ َأ 
“Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan 
sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih 
dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang meraka 
untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ke tempat 
yang lain).” 27 
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 Abdullah Al- Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi…, hlm. 93 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah  (5), terj. Abu Aulia dkk, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 
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Rasulullah Saw. mengesahkan jual beli tanpa ditakar yang mereka 
lakukan dan hanya melarang untuk menjual kembali barang yang dibeli 
sebelum dipindahkan. 
Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan beberapa syarat untuk sahnya jual 
beli jizaf, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab 
lainnya, syarat yang di maksud adalah sebagai berikut
28
: 
1. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang 
melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan 
Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka 
gharar jahalah (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan. 
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, 
baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad 
menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia 
tidak perlu menjualnya secara Jizaf. Namun, jika ia tetap menjualnya 
secara jizaf dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka 
jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih. 
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, 
bukan per satuan. Akad Jizaf diperbolehkan atas sesuatu yang bisa 
ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli 
Jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per 
satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per 
satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telor, apel, 
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 Abdul Kholiq Syafa‟at dan Rohmatulloh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 
Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat 
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mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa 
dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak 
boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya. 
4. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam 
penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit 
untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, 
mereka menetapkan bahwa kadar shubroh (kumpulan makanan tanpa ada 
timbangan dan takarannya) harus bisa diketahui, walaupun dengan cara 
menaksir. 
5. Obyek akad harus banyak. 
6. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi 
haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah 
dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek 
transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah 
dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. 
D. Wanprestasi   
Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan, seperti yang 
telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur 
disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu: 
1. Karena kesalahan yang dilakukan oleh debitur, baik dengan sengaja tidak 
dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 
41 
 
 
 
2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, artinya di luar 
kemampuan debitur.
29
 
Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah: 
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.30 
Pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji 
(wanprestasi), apabila karena kesalahannya: 
1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan 
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.31 
Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh 
debitur yang telah wanprestasi
32
: 
1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur 
2. Pembatalan perjanjian 
3. Peralihan resiko 
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 Dedi Ismatullah, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 103. 
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 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam 
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4. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. 
Selain akibat hukum terhadap debitur, kreditur dapat melakukan 
beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, yaitu: 
1. Tuntutan pembatalan perjanjian 
2. Tuntutan pemenuhan perjanjian 
3. Tuntutan ganti kerugian 
4. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti rugi 
5. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.33 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
33
 Ibid. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM 
TEBASAN DI DESA GULI 
 
A. Sejarah Desa Guli 
Sejarah Desa Guli dimulai semenjak satu abad yang lalu ketika beberapa 
pendatang mulai datang ke suatu wilayah yang saat ini bernama Desa Guli. 
Wilayah Desa Guli saat itu masih berupa hutan belantara dan oro-oro. 
Wilayah Desa tersebut masih ditumbuhi pohon bambu ori dan pohon lain 
yang lebih tampak disebut hutan belantara. 
Berdasarkan penjelasan dari sesepuh desa pada zaman Perang Jawa atau 
Perang Diponegoro terdapat beberapa prajurit yang tidak tercatat dalam 
sejarah melarikan diri dan bersembunyi di sebuah tempat yang saat ini 
bernama Desa Guli. Prajurit tersebut bernama Kyai Indroyono dan Kuning 
istrinya. Mereka berdua masih kerabat keraton Yogyakarta yakni Kyai Girin 
dan Kyai Nadad.
 1
 
Persembunyian mereka ini berkat bantuan dari Kyai Serut yang sudah 
lama berdiam yang telah lama bertempat tinggal di sebuah wilayah yang kini 
dikenal dengan nama Dukuh Tanjung. Kyai Tanjung konon seorang pertapa 
yang sakti dan wilayah pertapaannya banyak ditumbuhi pohon tanjung. 
Dukuh tersebut diberi nama Dukuh Tanjung. 
 
                                                             
1
 Dikutip dari https://guli.desaboyolali.id /profil desa-6-Sejarah.Desa.html diakses 8 
Desember 2019 
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Nama Guli berasal dari tokoh yang bernama Nyai Kuning. Nyai Kuning 
yang saat itu ditawan oleh Belanda disebuah penjara yang dibangun dari 
gelondongan kayu trengguli. Nyai Kuning jatuh sakit dan berpesan, “besuk 
kalau hidupnya jaman (sudah lepas dari penjajahan Belanda), tempat ini 
berilah nama Dukuh Trenguli,”pesannya. 
Jenazah Nyai Kuning jatuh di sebuah sendang dan terus tenggelam. 
Jenazah Nyai Kuning kini disebut dengan Sendang Roro Kuning. Seorang 
pimpinan yang pertama kali diangakat yakni Surorejo. Setelah Surorejo 
berusia lanjut, jabatan kepala desa diwariskan kepada anaknya yang bernama 
Djaetun. Setelah Djaetun meninggal jabaran kepala desa dilanjutkan oleh 
Citro Sumarto pada tahun 1965. Pada tahun 1966-1975 pemerintahan desa 
dipegang oleh A.Mungit.  Pada tahun 1975-1980 pemerintahan desa dipegang 
oleh Suwiji. Pemerintah desa selanjutnya adalah Suwandi dari tahun 1997-
2005. Pada tahun 1997-2005 dipegang oleh Tumin H.S. Pada tahun 2006 
kepala desa dipegang oleh Nardiyono S.H. Setelah Nardiyono digantikan 
kembali oleh Tumin H.S.
2
 
B. Keadaan Demografi Desa Guli 
Desa guli merupakan suatu wilayah (kelurahan) yang ada di Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. Luas wilayah Desa Guli yaitu 362.4705 Ha 
terletak disebelah tenggara dari Kecamatan Nogosari + 5 Km. Desa Guli 
memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara Desa Rembun, sebelah selatan 
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Desa Potronayan, sebelah timur Desa Sembungan dan sebelah barat desa 
keyongan. Desa Guli terdiri dari 14 (empat belas) dukuh yang tersebar di satu 
wilayah desa.
3
 
Penduduk yang tinggal di Desa Guli pada tahun 2019 berjumlah +/- 
6.595 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.347 orang dan 
penduduk perempuan berjumlah 3.248 orang. Berikut jumlah penduduk Desa 
Guli berdasarkan umur serta jenis kelamin: 
Tabel 1 
Keadaan Penduduk Desa Guli Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
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 Dikutip dari https://guli.desaboyolali.id /profil desa-48-Demografi.Penduduk.html diakses 
8 Desember 2019 
No. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 00-04 tahun 215 246 461 
2 05-09 tahun 274 291 565 
3 10-14 tahun 265 238 503 
4 15-19 tahun 264 255 519 
5 20-24 tahun 264 245 509 
6 25-29 tahun 218 203 421 
7 30-34 tahun 215 239 454 
8 35-39 tahun 296 279 575 
9 40-44 tahun 259 240 499 
10 45-49 tahun 252 188 440 
11 50-54 tahun 179 186 365 
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Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2019 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia paling banyak yaitu di usia 05-
09 tahun pada laki-laki 274 orang sedangkan pada perempuan 291 orang. 
Adapun sarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Guli adalah antara 
lain : 
Tabel 2 
Sarana Pendidikan yang Ada di Desa Guli
4
 
 
No. Jenis Pendidikan Jumlah 
1 PAUD 2 
2 SD 2 
3 SMP 1 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan ada di 
Desa Guli sudah cukup memadai.  Akan tetapi belum ada Sekolah Menengah 
Kejuruan ataupun SMA. Di Desa Guli juga belum tersedianya sekolah yang 
                                                             
4
 Dikutip dari https://guli.desaboyolali.id /profil desa-49-Fasilitas.Umum.html diakses 8 
Desember 2019 
 
No. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
12 55-59 tahun 170 156 326 
13 60-64 tahun 135 134 269 
14 65-69 tahun 111 89 200 
15 70-74 tahun 74 101 175 
16 75 tahun- keatas 156 158 314 
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berbasis keislaman, mengingat mayoritas penduduk Desa Guli yaitu muslim, 
maka hal tersebut sangat disayangkan jika belum ada fasilitas pendidikan 
yang berbasis keislaman. 
Adapun jumlah penduduk masyarakat Desa Guli menurut pendidikan 
penduduk yaitu antara lain: 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Guli 
 
Tingkat Pendidikan Jumlah 
SD 1.208 
SLTP 1.408 
SLTA 1.422 
D1 30 
D2 15 
D3 77 
S1 201 
S2 7 
S3 3 
Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat 
Desa Guli dapat dikatakan bagus, karena banyak orang yang berhasil 
mengenyam pendidikan sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
(SLTA), bahkan ada pula yang dapat mencapai tingkatan S3. 
C. Keadaan Sosial Budaya 
Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Desa Guli adalah antara 
lain: 
Tabel 4 
Sarana Peribadatan yang terdapat Wilayah Desa Guli
5
 
 
No. Sarana Jumlah 
1 Masjid 15 
2 Mushola 10 
3 Gereja - 
4 Pura - 
5 Wihara - 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas peribadatan yang paling 
banyak di Desa Guli yaitu masjid, dalam hal ini dikarenakan masyarakat Desa 
Guli mayoritas beragama Islam. Desa Guli juga memiliki mushola yang dapat 
memudahkan masyarakat muslim lainnya dalam melaksanakan kewajibannya. 
                                                             
5
 Suryanto, Staf  Kelurahan, Wawancara Pribadi, Pada 26 November 2019 pada 8.15-8.45 
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D. Keadaan Sosial Ekonomi 
Desa Guli merupakan desa pertanian, peternakan dan home industry,  
maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, 
pengrajin selengkapnya sebagai berikut : 
Tabel 5 
Mata Pencaharian di Desa Guli 
 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 3567 
2 Buruh Tani 507 
3 Pedagang 1543 
4 Pengrajin 57 
5 PNS/POLRI/TNI 147 
6 Karyawan Swasta 2045 
7 Tukang kayu/ tukang 
batu 
157 
Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019 
Meskipun mayoritas penduduk Desa Guli berprofesi sebagai petani, 
namun dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Guli dapat mencukupi 
kebutuhan hidupnya sehari- hari. Adapun berbagai tanaman yang terdapat di 
50 
 
 
 
sector pertanian dan perkebunan di wilayah Desa Guli yaitu padi, kacang 
tanah, dan jagung. 
E. Keadaan Sosial Keagamaan 
Adapun jumlah penduduk Desa Guli menurut agama yang dianutnya 
adalah: 
Tabel 6 
Jumlah Penduduk Menurut Agama di wilayah Desa Guli
6
 
 
No. Jenis Agama Jumlah 
1 Islam 6.595 
2 Kristen - 
3 Katholik - 
4 Hindu - 
5 Budha - 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Guli 100% 
penduduk beragama islam. Agama yang 100% muslim memunculkan 
banyaknya kegiatan yang mempersatukan masyarakat dan pendalaman agama 
Islam, Adanya TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) di setiap dusun di Desa 
Guli, dan terkadang diadakannya kegiatan pengajian akbar ataupun lomba-
lomba antar TPA untuk seluruh masyarakat Desa Guli. Dengan demikian 
dapat mempererat persatuan masyarakat Desa Guli. 
                                                             
6
 Ibid. 
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F. Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan 
Praktik jual beli dengan sistem tebasan merupakan jual beli yang 
dilakukan secara rutin oleh masyarakat Desa Guli dalam mengelola hasil 
pertanian, biasanya berupa padi. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara 
borongan yang berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil 
panennya dan tidak ingin bersusah payah mengeluarkan uang yang banyak 
untuk memanennya. Kemudian, penebas mendatangi petani di sawahnya 
bermaksud ingin membeli hasil panennya, dan membelinya secara 
keseluruhan yang kemudian bisa disebut dengan borongan atau tebasan.   
Jual beli dengan sistem tebasan dapat dilakukan dengan mudah, sehingga 
masyarakat Desa Guli menerapkan sistem tersebut dengan alasan lebih praktis 
dan tidak memakan banyak biaya, waktu maupun tenaga.  
Dalam satu tahun, petani mengalami musim panen tiga kali, dengan 
berbagai macam tanaman. Adapun tanaman yang yang dapat ditanam yaitu 
padi, kacang tanah dan jagung, akan tetapi itu semua tergantung pada 
musimnya.
7
  
Ketika musim hujan mayoritas petani di Desa Guli sawahnya ditanami 
padi sedangkan pada musim kemarau sawahnya ditanami kacang tanah atau 
jagung. Sehingga mayoritas petani di Desa Guli melakukan jual beli tebasan 
pada waktu musim hujan, karena pada musim kemarau kebanyakan petani 
menanam jagung atau kacang tanah.  
 
                                                             
7
 Bapak Setu, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 29 November 2019 pada 16.15-16.40 
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 Adapun data yang didapat oleh penulis yaitu antara lain: 
1. Objek dan Subjek Jual Beli 
Objek jual beli yang digunakan masyarakat Desa Guli dalam sistem 
tebasan yaitu padi, kacang tanah, manga dan lainnya, akan tetapi dalam 
penelitian ini terkhusus pada padi. Adapun dalam praktiknya, pihak 
penebas datang ke sawah untuk melihat padi yang akan ditebasnya,  padi 
yang diperjualbelikan masih berada di batangnya dan dalam keadaan 
sudah mulai menguning.
8
  
Pihak penebas datang ke sawah untuk melihat padi tersebut, 
seminggu sebelum dilakukannya pemanenan (padi sudah siap panen). 
Kebanyakan masyarakat melakukan proses jual beli padi dengan sistem 
tebasan pada usia 3 bulan (padi siap panen) tergantung pada kesepakatan 
antara petani dengan penebas. Adapun penyebab kurang bagusnya padi 
yang di panen yaitu disebabkan karena mendek, wereng (jenis hama) dan 
cuaca.
9
 
Adapun subjek jual beli padi dengan sitem tebasan ini yaitu antara 
pemilik padi (petani) dan pihak penebas. Dimana petani dan penebas 
adalah orang yang sudah melakukan jual beli dengan sistem tebasan dan 
mengerti tentang jual beli. 
 
                                                             
8
 Arni, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 30 November 2019 pada 18.35-18.45 
9
 Wagiman, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 28 November 2019 pada 18.30-18.45.  
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2. Mekanisme Akad 
a. Penawaran Barang (padi) 
Sebagai petani harapan yang paling dinanti yaitu hasil dari 
bertani. Hasil pertanian yang sudah dijual akan menjadi harapan 
petani di Desa Guli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dalam hal penawaran padi, dengan sistem tebasan ini, biasanya 
dilakukan dengan cara petani menghubungi pihak penebas dan 
menawarkan padinya yang sudah mulai menguning. Padi yang 
ditawarkan berumur kurang lebih 3 bulan. Kemudian penebas 
mendatangi atau mensurvei kondisi padi yang akan dibeli dengan 
melihat kualitas baik buruknya padi tersebut, apakah bulir padinya 
berisi besar atau  kecil atau bahkan banyak yang kopong atau tidak. 
Setelah penebas mengetahui kondisi padi yang akan dibelinya, 
barulah dilakukan tawar menawar mengenai harga serta waktu 
pemanenan yang akan disepakati oleh pihak petani dan penebas, 
dengan menggunakan bahasa sehari-hari sebagai perjanjian. 
Kemudian selesai dilakukannya penaksiran maka transaksi akan 
dilanjutkan.
10
 
 
 
                                                             
10
 Eko, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 29 November 2019 pada 16.05-16.15. Bapak 
Sukibi, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 29 November 2019 pada 16.30-16.45.  
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b. Cara Melaksanakan Perjanjian 
Dalam melaksanakan jual beli padi dengan sistem tebasan ijab 
dan qabul  yang digunakan oleh pihak petani dengan pihak penebas 
yaitu dilakukan dengan cara lisan, tidak ada satupun antara petani 
dengan penebas melakukan akad secara tertulis. Misalnya akad yang 
dilakukan dengan cara lisan “ini padi dengan luas 2500 m2 saya beli 
dengan harga 7 juta rupiah dengan DP 500 ribu rupiah”, lalu petani 
berkata “baik, saya jual padi ini dengan harga tersebut”, namun 
sebelum terjadinya kesepakatan antara petani dengan penebas 
dilakukan tawar menawar terlebih dahulu.
11
 
Pelaksanaan akad dapat dilakukan di rumah petani atau di 
sawah. Mayoritas masyarakat Desa Guli melakukan akad dilakukan 
di sawah. Jika dilakukan di sawah dapat mempermudah tawar 
menawar, karena objek yang akan di perjual belikan sudah ada 
dihadapan penebas dan petani. Sedangkan perjanjian yang dilakukan 
dirumah petani, biasanya pihak penebas sudah melihat padi yang ada 
di sawah, sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar 
menawar.
12
 
 
                                                             
11
 Badar, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 29 November 2019 pada 18.50-19.00. Joko 
Saputro, Penebas, Wawancara Pribadi, Pada 2 Desember 2019 pada 16.15- 16.30 
12
 Siti Warsini, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 29 November 2019 pada 16.30-16.50 
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c. Penetapan  Harga Padi dan Waktu Pemanenan 
Dalam menetapkan harga padi, tergantung pada hasil 
kesepakatan antara petani dan penebas. Dalam melakukan penetapan 
harga padi yang akan dipanen, biasanya penebas memiliki beberapa 
cara yaitu, melalui umur padi yang sudah mulai menguning yang 
berkisar 3 bulan, melalui perhitungan sesuai dengan luas lahan 
sawah, dengan cara melihat kondisi baik atau buruknya padi.
13
 
Seorang penebas maupun petani dapat menentukan harga karena 
sudah melihat padi yang ada di sawah, dan mereka masing-masing 
sudah berpengalaman dalam jual beli sistem tebasan tersebut.  
Sedangkan dalam waktu pemanenan, sudah menjadi hak dari 
penebas dan biasanya setelah akad berlangsung tidak pada saat itu 
juga dilakukan pemanenan, dan biasanya membutuhkan waktu satu 
minggu setelah perjanjian dilakukan. 
Dalam perjanjian tersebut biasanya tidak disebutkan bagaimana 
jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadi 
kesepakatan mengenai harga dan waktu, kemudian dilakukan dengan 
memberikan uang muka atau DP terlebih dahulu kemudian setelah 
panen dilunasi oleh pihak penebas, pembayaran juga bisa dilakukan 
dengan lunas setelah padi tersebut dipanen. Jual beli dengan sistem 
tebasan ini dilakukan berdasarkan rasa saling percaya karena sudah 
menjadi rutinitas petani di Desa Guli pada setiap musim panen tiba. 
                                                             
13
 Joko Diharjo, Penebas, Wawancara Pribadi, Pada 2 Desember 2019 pada 16.40-17.00.  
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d. Penyerahan Padi  
Setelah dilakukan kesepakatan mengenai harga, waktu 
pemanenan dan petani sudah diberi uang muka, maka padi yang 
sudah ditebas dan belum dipanen tersebut sudah menjadi milik 
penebas. Meskipun padi sudah menjadi milik penebas, pihak petani 
masih bertanggung jawab merawat dan menjaga padi tersebut sampai 
dipanen oleh penebas.  
Setelah padi sudah siap panen dan waktu pemanenan yang 
sudah ditetapkan tiba, maka tanggung jawab petani beralih menjadi 
tanggung jawab penebas mulai dari pemanenan padi sampai akhir. 
Dengan demikian perjanjian pun berakhir sehingga antara petani 
dengan penebas sudah tidak ada ikatan lagi dengan ditandai 
penyerahan padi tersebut maka berakhirlah transaksi tersebut. 
Namun, ada beberapa petani yang mengalami tidak kesesuain 
dalam kesepakatan di awal. Seringkali dalam melaksanakan 
pemanenan padi terjadi keterlambatan. Petani mengeluh karena jika 
masa panen padi dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang 
sudah disepakati di awal, maka petani bisa mengalami keterlambatan 
dalam menggarap sawah setelah pemanenan padi.
14
 
e. Sistem Pembayaran 
Sistem pembayaran tebasan dilakukan atas dasar kepercayaan 
antara petani dengan penabas. Dalam pembayaran tebasan dilakukan 
                                                             
14
 Kiyo, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 29 November 2019 pada 18.30-18.45. Parman, 
Petani, Wawancara Pribadi, Pada 28 November 2019 pada 16.45-17.00 
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dengan beberapa cara yaitu penebas memberikan uang muka terlebih 
dahulu pada saat akad dilakukan, kemudian setelah padi dipanen sisa 
pembayaran akan dilunasi oleh pihak penebas. Ada juga pihak 
penebas melakukan pembayaran dengan cara melunasi pada waktu 
padi dipanen, tidak memberikan uang muka terlebih dahulu. 
Dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu, tanaman 
padi tersebut sudah langsung berpindah kepemilikan tanpa harus 
ditimbang ulang, dengan demikian seberapapun hasilnya nanti 
setelah dilakukan panen, baik kurang atau lebih dari harga yang telah 
ditentukan, maka kedua belah pihak harus menerimanya dan itu 
semua sudah menjadi resiko bagi pembeli. 
Akan tetapi, kebanyakan dari pihak petani tidak memberikan 
hak memilih (melanjutkan atau membatalkan akad) kepada pihak 
penebas setelah padi dipanen. Pihak petani mengaku bahwa 
seringkali pihak penebas meminta bantuan dana atau mengurangi 
pembayaran jika hasil panen padi tersebut tidak sesuai dengan 
taksiran penebas bisa disebut dengan rugi.
15
 Misalnya padi ditaksir 
akan laku 6 juta dengan uang muka 500 ribu, akan tetapi pada saat 
dilakukannya pemanenan dan padi yang didapat tidak sesuai dengan 
taksiran penebas, dan hanya laku 5 juta. Maka penebas secara 
sepihak akan memotong uang sisa pembayaran menjadi 5 juta 
                                                             
15
 Suwardi, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 30 November 2019 pada 18.30-18.45 
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(seharusnya 5,5 juta, dengan DP 500 ribu) dan mau tidak mau petani 
harus menyetujuinya dengan terpaksa. 
 
Apabila jumlah pembayaran sudah ditetapkan di awal 
kesepakatan seharusnya penebas tetap memegang janjinya meskipun 
hasil tidak sesuai dengan taksiran. Dengan adanya pemotongan harga 
tersebut, pihak petanilah yang akan dirugikan.  
3. Penyelesaian Masalah 
Dalam jual beli pasti terdapat untung dan rugi. Kedua belah pihak 
yaitu petani dan penebas harus siap menerima segala resiko khususnya 
bagi pihak penebas apabila mengalami kerugian maka penebas harus 
menerima segala resiko yang akan ditanggung. Dalam jual beli tebasan di 
Desa Guli seringkali pihak penebas melakukan ingkar janji. Diantaranya 
yaitu masalah mengenai pengunduran waktu dan pemotongan harga 
secara sepihak. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat diselesaikan 
dengan cara yaitu: 
a. Musyawarah 
Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli 
sudah menjadi rutinitas petani di Desa Guli dalam menjual hasil 
panennya. Jual beli tersebut dapat menguntungkan bagi pihak petani 
akan tetapi disisi lain jual beli tersebut juga mendatangkan kerugian. 
Petani seringkali mengeluh karena pihak penebas melakukan ingkar 
janji dalam waktu pemanenan atau dapat dikatan tidak sesuai dengan 
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kesepakatan. Dengan adanya ingkar janji tersebut dapat diselesaikan 
dengan cara musyawarah. 
Dalam islam sangat menganjurkan menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi yaitu dengan cara berdamai dapat 
dilakukan dengan bermusyawarah antara pihak yang bersengketa. 
Dengan cara inilah permasalahan yang terjadi akan cepat selesai 
tanpa memakan banyak waktu ataupun biaya.  
Dalam hal pengunduran waktu pemanenan, pihak penebas 
meminta maaf kepada pihak petani karena sudah mengundur waktu 
pemanenan tanpa memberitahu petani terlebih dahulu dan 
menjelaskan sebab penebas melakukan pengunduran waktu 
pemanenan yaitu dikarenakan kurangnya tenaga buruh untuk 
memanen padi tersebut dan menurut penebas padi belum layak untuk 
dipanen, sehingga penebas harus melakukan pengunduran 
pemanenan tersebut. 
Dengan demikian cara musyawarah ini adalah cara yang tepat 
dalam menyelesaian masalah tersebut. Karena dengan cara ini tidak 
akan terjadi pertikaian diantara kedua belah pihak. Penyelesaian 
masalah dengan musyawarah dapat menciptakan rasa saling 
pengertian yang lebih baik antara kedua belah pihak yang 
bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. 
b. Negosiasi Ulang 
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Selain adanya pengunduran waktu pemanenan, seringkali 
pihak penebas melakukan pemotongan sisa pembayaran secara 
sepihak. Dalam hal ini disebabkan petani merasa rugi karena banyak 
padi yang roboh, karena pada waktu perjanjian kondisi padi belum 
rebah, tetapi pada waktu akan dipanen padi banyak yang rebah 
disebabkan karena pihak penebas lama akan waktu pemanenan atau 
tidak sesuai dengan kesepakatan dan disebabkan oleh cuaca. 
Sehingga membutuhkan tambahan tenaga untuk memanen padi 
tersebut. Dengan tambahnya tenaga maka akan bertambah biaya 
yang akan dikeluarkan oleh penebas. Padi yang dihasilkan tidak 
sesuai dengan taksiran, karena banyak yang rebah sehingga padi 
yang didapatkan tidak sesuai yang diperkirakan. 
Dengan demikian pihak penebas menyelesaikan masalah 
dengan bernegosiasi ulang dengan pihak petani. Dimana penebas 
menjelaskan jika mengalami kerugian dalam hasil panen yang 
diperoleh tidak sesuai yang diperkirakan di awal. Dalam hal ini 
penebas meminta sedikit bantuan kepada petani yaitu dengan cara 
memotong sisa pembayaran tersebut. Dengan berat hati pihak petani 
memberikan uang yang diminta oleh penebas. Karena petani tidak 
ingin adanya keributan, sehingga petani memberikan uang yang 
diminta oleh penebas, walaupun dalam hati kurang berkenan. 
Dalam islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk 
menghindari dari tidakan wanprestasi (ingkar janji), karena dampak 
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yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat mempengaruhi 
kelangsungan hidup yang adil dan aman antar umat manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat dan untuk melakukan perdamaian dalam 
penyelesaian permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan 
pertikaian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 
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BAB IV 
ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI 
DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA GULI KECAMATAN NOGOSARI 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
A. Analisis Keabsahan Akad 
Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli merupakan 
suatu kegiatan muamalah yang dilakukan sudah sangat lama dan masih ada 
sampai saat ini. Jual beli dengan sistem tebasan memang sangat memudahkan 
bagi petani di Desa Guli dalam kegiatan perekonomian.  
Pada bab III penulis telah memaparkan tentang Desa Guli, dimana 
terdapat beberapa petani yang menjual hasil panennya dengan cara tebasan, 
yaitu dengan cara petani menghubungi penebas yang berniat akan menjual 
padinya dengan sistem tebasan, setelah itu penebas melakukan survey 
kemudian penebas menaksir padi sesuai dengan kondisi padi dan luas lahan, 
setelah itu akan dilaksanakan kesepakatan mengenai waktu pemanenan dan 
harga padi. Ada beberapa penebas yang membayar dengan cara memberi 
uang muka terlebih dahulu dan dilunasi ketika padi dipanen.  
Dalam jual beli salah satu yang harus diperhatikan yaitu akad. Agar akad 
dalam jual beli sesuai dengan syariat islam dan sah untuk dilaksanakan maka 
akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktik jual 
beli padi dengan sistem tebasan ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Guli 
sudah sesuai dengan aturan dalam syariat islam yaitu dengan adanya penjual 
dan pembeli yang saling rela satu sama lain. Jika ditinjau dari syarat dan 
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rukun jual beli, sistem jual beli tebasan padi akan sah apabila sesuai dengan 
syarat dan rukun jual beli, yaitu: 
1. Dua orang yang berakad  
Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli antara 
petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak 
masing-masing adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Tidak sah 
akadnya orang gila, dan orang mabuk, begitu pula akadnya anak kecil, 
kecuali dapat izin dari walinya. Dalam melakukan akad kedua belah 
pihak tidak dalam keadaan terpaksa. 
Dengan demikian praktik jual beli tebasan yang dilakukan antara 
petani dan penebas tidak bertentangan dengan syariat islam karena telah 
memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh dan berakal sehat 
serta tidak dalam keadaan terpaksa. Kedua belah pihak juga merupakan 
orang yang sudah professional dalam bidangnya baik petani maupun 
penebas. 
2. Ijab qabul 
Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli 
menggunakan sistem kepercayaan. Dalam jual beli tersebut diketahui 
bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain: 
a. Tahap penawaran padi dari petani kepada penebas 
b. Tahap melaksanakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak petani 
dengan pihak penebas. 
c. Penetapan harga padi dan waktu pemanenan 
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d. Tahap penyerahan padi 
e. Tahap pembayaran 
Dari ke lima akad tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam 
rangka mewujudkan akad atau perjanjian yang dilakukan dengan cara 
lisan oleh kedua belah pihak. Dalam ijab dan qabul  yang dilakukan oleh 
petani dan penebas di Desa Guli menggunakan bahasa sehari hari (bahasa 
jawa) sebagaimana kebiasaan agar dari kedua belah pihak dapat 
memahami maksud yang dikomunikasikan. Pihak petani dan penebas 
hadir dalam melakukan akad, bisa dilakukan di sawah ataupun di rumah 
petani.  
Dengan demikian praktik tersebut tidak bertentangan dengan 
syariat islam karena telah terpenuhi syarat dalam melakukan akad. 
Meskipun ijab dan qabul  tersebut dilakukan secara lisan dan 
menggunakan bahasa sehari-hari, asalkan kedua belah dapat memahami 
dari perjanjian tersebut, karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat 
akad, maka ijab dan qabul yang dilakukan para pihak yaitu petani dan 
penebas dalam jual beli padi dengan sistem tebasan dipandang sah. 
3. Barang yang diperjualbelikan 
Praktik jual beli dengan sistem tebasan ini barang yang 
diperjualbelikan yaitu padi yang sudah diketahui keadaannya (kualitas 
dan kuantitas sudah diketahui), akan tetapi dalam proses jual beli dengan 
sistem tebasan lebih cenderung adanya unsur spekulasi atau perkiraan 
semata oleh pihak penebas karena mereka hanya mengamati kuantitas 
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dan kualitas tanaman padi secara sekilas dan langsung menawar 
harganya.  
Barang yang diperjualbelikan berupa padi yang sudah menguning 
atau dapat dikatakan sudah dapat dipanen, dengan kondisi padi tersebut 
menurut para petani masih terdapat kemungkinan mengurangi hasil 
panen seperti cuaca yang tidak pasti, terkena angin kencang bahkan 
terkena wereng. 
Akan tetapi dalam jual beli ini, dilakukan oleh orang-orang yang 
professional dan sudah terbiasa dalam bidangnya serta sudah lama 
menekuni bidang tersebut sehingga penaksiran kualitas dan kuantitas 
yang mereka taksir sering tepat dan kecil kemungkinan terjadinya 
kesalahan, tetapi memang terkadang pernah terjadinya kerugian 
dikarenakan adanya angina kencang sehingga padi roboh dan faktor alam 
lainnya. Jika terjadi kerugian sudah menjadi resiko masing-masing pihak 
yang sudah diketahui keduanya sebelum melakukan akad jual beli 
tebasan tersebut.  
Jual beli dengan sistem tebasan ini masih mengandung gharar atau 
ketidakjelasan meskipun kerugiannya dapat diminimalisir. Barang yang 
diperjualbelikan dalam jual beli dengan sistem tebasan di Desa Guli 
secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dimana barang 
yang diperjualbelikan yaitu padi merupakan barang milik sendiri, barang 
itu ada manfaatnya, barangnya jelas dan barang tersebut dapat diserah 
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terimakan. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kualitas barang 
tersebut. 
4. Nilai tukar (harga barang) 
Para ulama mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 
antara lain
1
: 
1) Harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 
pemabayaran menggunakan cek dan akrtu kredit. Apabila harga 
barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu 
pembayarannya harus jelas. 
Dalam jual beli tebasan padi di Desa Guli tersebut, penentuan akan 
harga yang diambil sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yaitu 
pihak petani dan pihak penebas yang dinyatakan secara langsung, dengan 
ketentuan harga yang jelas jumlahnya dan dilakukan atas dasar suka 
sama suka sehingga harga dicapai dengan kata sepakat walaupun dengan 
beberapa resiko yang telah diketahui keduanya. Meskipun pembayaran 
tidak langsung semua diberikan pada waktu akad, melainkan penebas 
memberikan uang muka terlebih dahulu, dalam waktu pembayarannya 
sudah jelas ada kesepakatan antara pihak penebas dengan pihak petani 
bahwa pembayaran akan dilunasi pada waktu padi dipanen. Sehingga 
                                                             
1
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 
76-77 
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dalam jual beli tebasan di Desa Guli ini tidak bertentangan dengan syariat 
islam, karena syarat adanya nilai tukar (harga barang) dapat terpenuhi. 
Dari analisis ini praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli 
yang dilakukan antara petani dengan penebas tidak bertentangan dengan 
hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual 
beli padi dengan sistem tebasan walaupun dilakukan dengan lisan yang 
terpenting masing-masing pihak saling memahami isi dari perjanjian yang 
telah mereka buat dan telah disepakati kedua belah pihak. Adanya 
kesepakatan antara petani dengan penebas menunjukkan adanya kerelaan atas 
barang yang dijual dan ketentuan harganya. 
B. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Ingkar Janji (wanprestasi) dalam 
Jual Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Guli Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali 
Dalam melaksanakan jual beli terdapat tata cara atau sistem yang berlaku 
berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah ditentukan dalam 
syariat islam maupun hukum dalam masyarakat (hukum adat). Jika aturan dan 
norma-norma yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka akan 
menimbulkan kerusakan dalam suatu hubungan masyarakat. Keinginan 
manusia mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya 
melalui cara apa saja dapat dilakukan, misalnya melakukan ingkar janji 
terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, berbuat curang dalam takaran 
dan masih banyak lagi perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk 
meningkatkan perekonomian dalam masyarakat. 
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Dalam Q.S An- Nisa‟ ayat 29 
 ٍضاََست ٍْ َع  حَزبَِجت ٌَ َُٕكت ٌْ َأ َّلَِإ ِمِطَبجْنِبث ْىَُكُْٛ َث ْىَُكنا َٕ َْيأ إُهُْكَأت َلَ إُ َيآ ٍَ ِٚرَّنا ب َٓ َُّٚأ َبٚ 
  ْىُكُْ ِي 
 
Artinya: 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
2
 
Dalam transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, 
tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang dapat 
berdampak pada kerugian salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli 
yang berupa kerugian materil maupun non materil. Seperti halnya yang terjadi 
di Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.  
Di Desa Guli tersebut terdapat praktik jual beli padi dengan sistem 
tebasan, dimana pihak penebas berani membeli padi yang belum layak panen, 
karena kurangnya kemampuan seorang petani dalam mengelola hasil 
panennya sehingga petani bersedia menerima jual beli tersebut. Dalam hal ini 
pihak petani masih dibayar setengah harga yang telah disepakati dan 
setengahnya lagi dibayarkan pada saat padi dipanen.  
Padahal dalam jual beli tebasan seharusnya risiko untung ataupun rugi 
ditanggung oleh masing-masing pihak yang mana petani harus menerima 
apabila hasil panen jauh lebih baik dari yang dibayangkan begitu pula pihak 
penebas harus mau menerima apabila hasil panennya kurang baik atau tidak 
sesuai dengan taksiran penebas. Pada kenyataannya masih banyak praktik jual 
                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2007), hlm. 47. 
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beli yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan yang mana salah satu 
dari mereka ada yang dirugikan. 
Dalam Q.S Al- Zalzalah Ayat 7-8  
َِسَّٚ ا  ْسَٛخ ٍح ََّزذ َلَبْقثِي ْم ًَ ْعَّٚ ٍْ ًَ َف  َ َِسَّٚ ا ًّسَش ٍح ََّزذ َلَبْقثِي ْم ًَ ْعَّٚ ٍْ َي َٔ  
Artinya: 
“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan 
seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”3 
 
Dalam ayat ini Allah merincikan balasan amal masing-masing. Barang 
siapa beramal baik, walaupun hanya seberat atom niscaya akan diterima 
balasannya dan begitu pula yang beramal jahat walaupun hanya seberat atom 
akan merasakan balasannya. Dengan demikia dalam melakukan transaksi jual 
beli haruslah berlaku jujur, tanpa ada penipuan dan harus memenuhi 
kesepakatan yang sudah dibuat. 
Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi yaitu 
seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak 
melakukan sesuatu.
4
 Sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang
5
: 
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.  
                                                             
3 Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
744. 
4
 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, terj. R. Subekti dkk, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016) hlm. 323.  
5
 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam 
Islam,(Bandung:CV Pustaka Setia,2011). Hal 103. 
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Adapun akibat hukum bagi seseorang yang melakukan wanprestasi 
dalam suatu perjanjian yaitu
6
:  
1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur 
(pasal 1236 KUHPerdata). 
2. Apabila perikatan itu timbal balik, Kreditur dapat menuntut 
pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 
KUHPerdata). 
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada 
debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). 
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau 
pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 
KUHPerdata) 
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah 
oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri. 
Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan sering dilakukan oleh petani 
di Desa Guli. Karena mereka merasa jual beli tersebut dapat menguntungkan 
bagi kedua belah pihak, yang mana pihak petani diuntungkan dengan 
langsung mendapatkan hasil panen dan tidak perlu susah payah dalam 
memanennya dan menjualnya ke pasar. Sedangkan pihak penebas 
diuntungkan dari hasil tebasannya. 
Akan tetapi selain menguntungkan, praktik jual beli padi dengan sistem 
tebasan ini juga dapat memberikan kerugian bagi kedua belah pihak, yang 
                                                             
6
 Dedi Ismatullah, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2011), hlm. 106. 
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mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih baik dari apa yang 
diperkirakan. Begitu juga dengan pihak penebas akan merasa rugi apabila 
hasil panen tidak sesuai dengan yang ditaksir.  
Namun dalam praktiknya jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa 
Guli ini pihak yang sering dirugikan yaitu pihak petani, karena seringkali 
pihak penebas ingkar janji dalam kesepakatan yang sudah ditentukan, seperti 
pengunduran waktu pemanenan tanpa memberitahu petani, sehingga 
petanilah yang dirugikan karena petani bisa telat dalam menggarap sawah 
selanjutnya. Hal tersebut juga menyebabkan padi akan roboh karena penebas 
tidak segera datang untuk memanen padi tersebut. Jika padi tersebut roboh 
kemungkinan akan terjadi kerugian. Petani di Desa Guli sering mengeluh jika 
waktu pemanenan tiba dan hasil panen keadaannya kurang baik maka pihak 
penebas memotong sisa pembayaran atau meminta ganti rugi.  
Ada beberapa alasan penebas melakukan ingkar janji tersebut. Alasan 
penebas mengundur waktu pemanenan tanpa memberitahu pihak petani yaitu 
kurangnya tenaga atau buruh dan padi yang akan dipanen kemungkinan 
belum siap panen sehingga seringkali pihak penebas mengundur waktu 
pemanenan. Sedangkan alasan penebas memotong pembayaran atau meminta 
ganti rugi kepada petani yaitu: 
1. Banyak padi yang roboh, karena pada waktu perjanjian kondisi padi 
belum rebah, tetapi pada waktu akan dipanen padi banyak yang rebah 
disebabkan karena pihak penebas lama akan waktu pemanenan atau tidak 
sesuai dengan kesepakatan dan disebabkan oleh cuaca. Sehingga 
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membutuhkan tambahan tenaga untuk memanen padi tersebut. Dengan 
tambahnya tenaga maka akan bertambah biaya yang akan dikeluarkan 
oleh penebas. 
2. Padi yang dihasilkan tidak sesuai dengan taksiran, karena banyak yang 
rebah sehingga padi yang didapatkan tidak sesuai yang diperkirakan. 
3. Harga pasaran padi mengalami penurunan, biasanya semakin banyak 
yang panen harga pasaran padi akan menurun. Misalnya pada saat 
melakukan perjanjian harga pasaran padi per kgnya Rp. 4000,- akan 
tetapi pada waktu padi dipanen harganya menjadi turun yaitu Rp. 2500,- 
per kgnya. 
Adapun alasan-alasan petani berkenan menyetujui permintaan penebas 
dalam hal pemotongan harga, antara lain: 
1. Terpaksa, karena bilamana petani tidak memberikan uang yang diminta 
oleh penebas maka pihak petani akan tambah dirugikan, sebab bisa jadi 
sisa pembayaran tidak segera diberikan. Jika dilunasi dengan jangka 
waktu yang lama, padahal petani sangat butuh dengan uang tersebut. 
2. Tidak ingin adanya keributan, sehingga petani memberikan uang yang 
diminta oleh penebas, walaupun dalam hati kurang berkenan. 
Dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli ini pada awal 
akad yang telah dilakukan oleh penebas dan petani biasanya tidak terdapat 
kesepakatan yang menyebutkan bahwa apabila hasil panen yang didapat 
mengalami kerugian atau untung, dalam hal ini petani yang akan dirugikan. 
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Karena perjanjian bersifat tidak tertulis sehingga hanya berdasarkan 
kepercayaan saja. 
Menurut salah satu petani di Desa Guli yaitu Ibu Siti bahwa jual beli padi 
dengan sistem tebasan seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan di awal akad, 
sehingga tidak menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, dan tidak ada 
pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang merasa tidak adil.
3
 Seperti 
contoh yang di alami oleh Ibu Siti Warsini, seharusnya Ibu Siti menerima 
pembayaran Rp. 6.000.000 namun hanya menerima uang pembayaran 
Rp.5.500.000 saja. 
Adanya pengunduran waktu pemanenan dan pemotongan harga secara 
sepihak yang dilakukan oleh penebas, dalam hal ini yang dilakukan oleh 
penebas termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu penebas memenuhi 
perjanjian akan tetapi tidak baik atau keliru, dan penebas memenuhi 
perjanjian tersebut akan tetapi tidak tepat pada waktunya. Jika kerugian 
tersebut dibebankan kepada petani maka hal tersebut tidak adil bagi petani, 
sehingga dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penebas maka pihak 
penebas lah yang harus mengganti kerugian.  
Dari analisis di atas bahwa jual beli padi dengan sistem tebasan yang ada 
di Desa Guli hukumnya sah karena jual beli tersebut sudah memenuhi rukun 
dan syarat jual beli. Dalam jual beli padi dengan sistem tebasan ini 
kemungkinan terjadi fasid (rusak) karena sering kali pihak penebas 
melakukan ingkar janji mengenai pengunduran hari pemanenan dan pada saat 
                                                             
3
 Ibu Siti Warsini, Petani, Wawancara Pribadi, Pada 22 November 2019 pada 16.30-16.50  
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pembayaran dengan pelunasan diakhir yaitu pada saat padi siap dipanen 
dilakukan pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan oleh penebas jika 
ternyata hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan perkiraan. Hal 
tersebut mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. 
Dengan demikian jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Guli 
dalam hal pembayaran belum sesuai dengan hukum islam karena pihak 
penebas melakukan wanprestasi yaitu jika terjadi kerugian, maka sisa 
pembayaran akan dipotong secara sepihak. Dalam hal ini tidak adil bagi 
petani karena kerugian yang menanggung adalah petani. Sehingga kerugian 
akibat wanprestasi yang harus menanggung adalah pihak penebas, karena 
pihak penebas yang tidak menepati perjanjian tersebut.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Praktik 
Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan dalam Prespektif Fiqh Muamalah di 
Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, maka dari itu dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Guli Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali merupakan jual beli padi yang dilakukan 
dengan cara borongan tanpa ditimbang terlebih dahulu, karena hanya 
dengan menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlahnya. Jual beli 
tersebut dilakukan dengan cara petani menghubungi pihak penebas dan 
menawarkan padinya yang sudah mulai menguning. Kemudian penebas 
mendatangi atau mensurvei kondisi padi yang akan dibeli dengan melihat 
kualitas baik buruknya padi tersebut. Setelah penebas mengetahui kondisi 
padi yang akan dibelinya, barulah dilakukan tawar menawar. Ijab dan 
qabul  dilakukan dengan cara lisan dan dapat dilakukan di rumah petani 
atau di sawah. Dalam melakukan penetapan harga padi yang akan 
dipanen, biasanya penebas memiliki beberapa cara tersendiri, sedangkan 
dalam waktu pemanenan, sudah menjadi hak dari penebas dan biasanya 
setelah akad berlangsung tidak pada saat itu juga dilakukan pemanenan, 
dan biasanya membutuhkan waktu satu minggu setelah perjanjian 
dilakukan. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga dan waktu, 
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kemudian dilakukan dengan memberikan uang muka atau DP terlebih 
dahulu kemudian setelah panen dilunasi oleh pihak penebas, pembayaran 
juga bisa dilakukan dengan tunai setelah padi tersebut dipanen. Setelah 
padi sudah siap panen dan waktu pemanenan yang sudah ditetapkan tiba, 
maka tanggung jawab petani beralih menjadi tanggung jawab penebas 
mulai dari pemanenan padi sampai akhir. Namun, seringkali penebas 
dalam melaksanakan pemanenan padi terjadi keterlambatan atau tidak 
sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut dapat menyebabkan padi roboh, 
karena terlalu lama tidak dilakukan pemanenan sehingga bisa terjadi 
kerugian yang besar. Jika pihak penebas merasa rugi karena hasil panen 
tidak sesuai dengan taksiran, penebas seringkali memotong sisa 
pembayaran  secara sepihak. 
2. Ditinjau dari Prespektif Fiqh Muamalah Praktik Jual Beli Padi dengan 
Sistem Tebasan di Desa Guli Kecamatan Nogosari sudah sesuai dengan 
syariat islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam 
jual beli padi dengan sistem tebasan ini kemungkinan terjadi fasid (rusak) 
karena sering kali pihak penebas melakukan ingkar janji mengenai 
pengunduran hari pemanenan dan pada saat pembayaran dengan 
pelunasan diakhir yaitu pada saat padi siap dipanen dilakukan 
pemotongan pembayaran dengan cara sepihak dilakukan oleh penebas 
jika ternyata hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan perkiraan. 
Hal tersebut mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. Dalam hal ini 
tidak sesuai dengan hukum islam karena kerugian akibat wanprestasi 
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yang harus menanggung adalah pihak penebas, karena pihak penebas 
yang tidak menepati perjanjian tersebut. 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Petani 
a. Petani diharapkan benar-benar memilih penebas yang sudah 
berpengalaman dalam jual beli dengan sistem tebasan tersebut, agar 
tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran hasil yang akan didapat. 
b. Petani harus benar-benar mengetahui harga pasar saat terjadi 
penawaran harga dengan penebas agar tidak mendapat kerugian yang 
besar dalam jual beli tersebut. 
2. Bagi penebas 
a. Bagi penebas harus melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti 
terhadap kualitas padi sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan 
penaksiran tidak terlalu besar. 
b. Pihak penebas sebaiknya menambahkan syarat tambahan misalnya 
jika hasilnya tidak sesuai taksiran maka akan dibagi rata kerugiannya, 
hal tersebut dilakukan pada waktu akad sehingga ada kejelasan dalam 
jual beli tebasan. Dengan demikian jual beli tersebut dapat dilakukan 
secara adil dan sesuai dengan syariat islam. 
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Lampiran 2 
Pedoman Wawancara dengan Petani 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI 
1. Bagaimana dalam mengelola hasil panen?   
2. Apakah pernah melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan? 
3. Jika pernah, bagaimana sistem jual belinya? 
4. Apa alasan melakukan penjualan hasil panen dengan cara tebasan? 
5. Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana? 
6. Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut? 
7. Dengan sistem tebas tersebut sering untung atau rugi? 
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi jika menggunakan sistem tebas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Pedoman Wawancara dengan Penebas 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENEBAS 
1. Sebagai pedagang padi, praktik jual beli apa saja yang diterapkan? 
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan? 
3. Apa tujuan di laksanakannya  jual beli padi dengan sistem tebas? 
4. Bagaimana dengan simtem pembayaran yang terapkan? 
5. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis? 
6. Akad jual beli padi dengan sistem tebas terjadi kapan dan dimana? 
7. Mengapa menggunaan sistem tebas?  
8. Jual beli tebasan dengan jual beli biasa, mana yang lebih menguntungkan? 
9. Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan? 
10. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana? 
11. Apakah ada kendala dalam melaksanakan jual beli tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Hasil Wawancara dengan Petani 
HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI 
1. Wawancara dengan Bapak Wagiman 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya dalam mengelola hasil panen, dengan cara membawa pulang hasil 
panen tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan menjualnya ke pasar atau 
ke pedagang padi” 
A: “Apakah pernah dalam mengelola hasil panen dengan cara sistem 
tebasan?” 
B: “Iya, pernah menjualnya dengan cara tebasan” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Biasanya untuk pelaksanaan saya menghubungi pihak penebas terlebih 
dahulu, kalau saya berniat menjual padi dengan sistem tebasan. Kemudian 
penebas datang ke sawah saya untuk mensurvei padi yang akan saya jual, 
setelah itu dilakukan tawar-menawar, setelah sepakat biasanya pihak 
penebas memberikan uang muka kepada saya. Padi akan dipanen 
seminggu setelah kesepakatan itu dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan 
diberikan setelah padi tersebut dipanen.”  
A: “Apa alasan bapak melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan 
sistem tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu susah mencari 
buruh tani yang mau membantu dalam pemanenan, tidak mau repot karena 
 
 
 
 
musim hujan jarang adanya panas sehingga jika dibawa  pulang akan 
kerepotan dalam menjemur gabah tersebut. Selain itu bisa lebih 
menghemat waktu dan biaya” 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Biasanya dilakukan dengan cara lisan dan dilakukan di sawah kadang 
juga dilakukan di rumah saya atau rumah penebas” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya. Ada 
juga pihak penebas yang melakukan pembayaran langsung tunai setelah 
padi dipanen” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah bapak sering untung atau rugi?” 
B: “Pernah untung dan pernah rugi, tetapi lebih sering untung karena hasil 
panen bisa sesuai dengan taksiran” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang sering terjadi ketika saya menjual padi dengan cara 
tebasan yaitu seringkali pihak penebas mengundur waktu pemanenan tanpa 
memberitahu saya kalau pemanenan akan di undur. Ketika hasil panen 
tidak sesuai dengan taksiran kadang sisa pembayaran akan di potong 
secara sepihak oleh penebas.” 
 
 
 
 
 
 
2. Wawancara dengan Ibu Siti Warsini 
A: “Bagaimana ibu dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Dengan cara menjualnya ke pedagang padi dengan cara kontan, tetapi 
lebih sering dengan cara tebasan karena lebih praktis. Selain itu hasil 
panen  saya bawa pulang  untuk kebutuhan sehari-hari.” 
A: “Dari jawaban ibu, sudah pernah melakukan jual beli dengan cara tebasan, 
lalu bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Biasanya untuk pelaksanaan pihak penebas datang ke sawah dan 
menemui saya ketika berada di sawah, kemudian penebas bertanya apakah 
saya berniat menjual padi dengan tebasan atau tidak, jika berkenan dengan 
cara tebasan maka penebas langsung mensurvei padi saya. Padi yang di 
survei dalam keadaan sudah mulai menguning. Setelah itu dilakukan 
tawar-menawar mengenai harga yang akan disepakati dan waktu 
pemanenan, setelah sepakat biasanya pihak penebas memberikan uang 
muka kepada saya. Padi akan dipanen seminggu setelah kesepakatan itu 
dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan diberikan setelah padi tersebut 
dipanen.”  
A: “Apa alasan ibu melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan sistem 
tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu susah mencari 
buruh tani yang mau membantu dalam pemanenan, lebih mudah dan tidak 
bersusah payah dalam pemanenan sehingga bisa lebih menghemat waktu 
dan biaya” 
 
 
 
 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Kalau saya biasanya dengan cara lisan belum pernah melakukannya 
dengan tertulis, intinya saling percaya dan perjanjian ini dilakukan di 
sawah saya” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya. 
A: “Dengan sistem tebasan apakah ibu sering untung atau rugi?” 
B: “Kalau masalah untung dan rugi, menurut saya itu bejo-bejonan karena 
hasil panen pada waktu dipanen bisa jadi tidak sesuai dengan taksiran di 
awal” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang sering terjadi ketika saya menjual padi dengan cara 
tebasan yaitu seringkali pihak penebas mengundur waktu pemanenan tanpa 
memberitahu saya kalau pemanenan akan di undur. Karena kesalahan 
penebas sendiri yang mengundur waktu pemanenan, padi bisa roboh 
karena cuaca maka dalam hal ini pasti terjadi kerugian, jika penebas rugi 
maka akan meminta bantuan dana kepada saya.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wawancara dengan Bapak Badarudin 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya kelola dengan cara saya bawa pulang ke rumah, kemudian saya 
jemur sampai kering biasanya saya jemur 2 kali, tetapi kalau jarang ada 
panas bisa dijemur sampai 3x, jika sudah kering kemudian saya jual ke 
pedagang padi.” 
A: “Apakah bapak pernah melakukan penjualan dengan sistem tebasan?” 
B: “Belum pernah, saya lebih sering membawanya pulang, kalau menjualnya 
biasanya dengan cara kontan” 
A: “Apakah bapak tidak tertarik dengan cara tebasan?” 
B: “Sebetulnya saya juga tertarik dengan sistem tebasan, dulu saya juga 
pernah mau menggunakan dengan cara tebasan akan tetapi pada waktu 
tawar menawar saya kurang sepakat dengan harga yang ditawarkan dengan 
penebas, sehingga saya tidak jadi melakukan tebasan.” 
A: “Apa alasan bapak memilih untuk membawanya pulang?” 
B: “Salah satunya itu tadi, penawaran harga penebas tidak sesuai dengan 
taksiran saya dan menurut saya lebih untung dibawa pulang untuk 
kebutuhan sehari-hari dan dijual secara kontan.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wawancara dengan Bapak Kiyo 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya dalam mengelola hasil panen, dengan cara menjualnya ke pasar atau 
ke pedagang padi dan sebagian saya bawa pulang ke rumah untuk 
kebutuhan sehari-hari.” 
A: “Apakah pernah dalam mengelola hasil panen dengan cara sistem 
tebasan?” 
B: “Pernah menjualnya dengan cara tebasan tetapi hanya satu kali” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Saya menghubungi pihak penebas terlebih dahulu, kalau saya berniat 
menjual padi dengan sistem tebasan. Kemudian penebas datang ke sawah 
saya untuk melihat  padi yang akan saya jual, setelah itu dilakukan tawar-
menawar, setelah saya dan penebas sepakat dengan harga yang ditawarkan 
kemudian menetapkan kapan padi akan dipanen, setelah itu  biasanya 
pihak penebas memberikan uang muka kepada saya. Padi akan dipanen 5 
hari setelah kesepakatan itu dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan 
diberikan setelah padi tersebut dipanen.”  
A: “Apa alasan bapak melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan 
sistem tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu tidak mau repot 
karena musim hujan jarang adanya panas sehingga jika dibawa  pulang 
akan kerepotan dalam menjemur gabah tersebut. Selain itu bisa lebih 
menghemat waktu, tenaga dan biaya” 
 
 
 
 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Dengan cara lisan dan dilakukan di sawah” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya.” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah bapak sering untung atau rugi?” 
B: “Saya baru sekali melakukan jual beli dengan sistem tebasan, pada waktu 
itu saya mengalami rugi.” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang  terjadi ketika saya menjual padi dengan cara tebasan 
yaitu ketika hasil panen tidak sesuai dengan taksiran  sisa pembayaran 
akan di potong secara sepihak oleh penebas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Wawancara dengan Bapak Setu 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya mengelolanya dengan cara saya bawa pulang ke rumah untuk 
kebutuhan sehari-hari, saya jual ketika musim panen yang kedua” 
A: “Apakah bapak pernah melakukan penjualan dengan sistem tebasan?” 
B: “Sama sekali belum pernah, saya membawanya pulang, kalau menjualnya 
biasanya dengan cara kontan” 
A: “Apakah bapak tidak tertarik dengan cara tebasan?” 
B: “Tidak tertarik, karena menurut saya lebih menguntungkan dibawa ke 
rumah untuk kebutuhan sehari-hari dan lebih untung dijual kontan.” 
A: “Apa alasan bapak memilih untuk membawanya pulang?” 
B: “Salah satunya yaitu, penawaran harga penebas tidak sesuai dengan 
taksiran saya dan menurut saya lebih untung dibawa pulang untuk 
kebutuhan sehari-hari dan dijual secara kontan.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wawancara dengan Ibu Arni 
A: “Bagaimana ibu dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Dengan cara menjualnya dengan cara kontan, tetapi lebih sering dengan 
cara tebasan karena lebih mudah dan hemat tenaga. Sebagian hasil panen  
saya bawa pulang  untuk kebutuhan sehari-hari.” 
A: “Dari jawaban ibu, sudah pernah melakukan jual beli dengan cara tebasan, 
lalu bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Biasanya untuk pelaksanaan pihak penebas datang ke sawah dan 
menemui saya ketika berada di sawah, kemudian penebas bertanya apakah 
saya berniat menjual padi dengan tebasan atau tidak, jika berkenan dengan 
cara tebasan maka penebas langsung mensurvei padi saya. Padi yang di 
survei dalam keadaan sudah mulai menguning. Setelah itu dilakukan 
tawar-menawar mengenai harga yang akan disepakati dan waktu 
pemanenan, setelah sepakat biasanya pihak penebas memberikan uang 
muka kepada saya. Padi akan dipanen seminggu setelah kesepakatan itu 
dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan diberikan setelah padi tersebut 
dipanen.”  
A: “Apa alasan ibu melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan sistem 
tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu jika semua dibawa 
pulang akan kerepotan dalam menjemurnya karena musim hujan jarang 
adanya panas, selain itu juga lebih mudah dan tidak bersusah payah dalam 
pemanenan sehingga bisa lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya” 
 
 
 
 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Kalau saya biasanya dengan cara lisan belum pernah melakukannya 
dengan tertulis dan perjanjian ini dilakukan di sawah saya, waktu itu 
pernah dilakukan di rumah saya.” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya. Ada 
pihak penebas yang memberikan pembayaran langsung tunai di akhir 
setelah dilakukannya pemanenan.” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah ibu sering untung atau rugi?” 
B: “Kalau masalah untung dan rugi, menurut saya itu bejo-bejonan karena 
hasil panen pada waktu dipanen bisa jadi tidak sesuai dengan taksiran di 
awal” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang sering terjadi ketika saya menjual padi dengan cara 
tebasan yaitu seringkali pihak penebas mengundur waktu pemanenan tanpa 
memberitahu saya kalau pemanenan akan di undur. Karena kesalahan 
penebas sendiri yang mengundur waktu pemanenan, padi bisa roboh 
karena terkena hama dan bisa disebabkan karena cuaca maka dalam hal ini 
pasti terjadi kerugian, jika penebas rugi maka akan meminta bantuan dana 
kepada saya.” 
 
 
 
 
 
7. Wawancara dengan Bapak Eko 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya dalam mengelola hasil panen, dengan cara menjualnya ke pasar atau 
ke pedagang padi dan sebagian saya bawa pulang ke rumah untuk 
kebutuhan sehari-hari.” 
A: “Apakah pernah dalam mengelola hasil panen dengan cara sistem 
tebasan?” 
B: “Pernah menjualnya dengan cara tebasan tetapi hanya satu kali” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Saya menghubungi pihak penebas terlebih dahulu, saya langsung datang 
ke rumah penebas  kalau saya berniat ingin menjual padi dengan sistem 
tebasan. Kemudian penebas datang ke sawah saya untuk melihat  padi 
yang akan saya jual, setelah itu dilakukan tawar-menawar, setelah saya dan 
penebas sepakat dengan harga yang ditawarkan kemudian menetapkan 
kapan padi akan dipanen, setelah itu  biasanya pihak penebas memberikan 
uang muka kepada saya. Padi akan dipanen seminggu setelah kesepakatan 
itu dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan diberikan setelah padi tersebut 
dipanen.”  
A: “Apa alasan bapak melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan 
sistem tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu tidak mau repot 
karena musim hujan jarang adanya panas sehingga jika dibawa  pulang 
 
 
 
 
akan kerepotan dalam menjemur gabah tersebut. Selain itu bisa lebih 
menghemat waktu, tenaga dan biaya” 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Dengan cara lisan dan dilakukan di sawah” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya.” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah bapak sering untung atau rugi?” 
B: “Saya baru sekali melakukan jual beli dengan sistem tebasan, pada waktu 
itu saya mengalami untung karena hasil panen sesuai dengan taksiran 
awal.” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang  terjadi ketika saya menjual padi dengan cara tebasan 
yaitu adanya pengunduran waktu pemanenan yang dilakukan oleh 
penebas, tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hal ini saya bisa 
telat dalam menggarap sawah selanjutnya.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wawancara dengan Bapak Sukibi 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya dalam mengelola hasil panen, dengan cara membawa pulang hasil 
panen tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan menjualnya ke pasar atau 
ke pedagang padi” 
A: “Apakah pernah dalam mengelola hasil panen dengan cara sistem 
tebasan?” 
B: “Pernah menjualnya dengan sistem tebasan” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Pertama saya menghubungi pihak penebas terlebih dahulu, kalau saya 
berniat ingin menjual padi dengan sistem tebasan. Kemudian penebas 
datang ke sawah saya untuk mensurvei padi yang akan saya jual, setelah 
itu dilakukan tawar-menawar, setelah sepakat biasanya pihak penebas 
memberikan uang muka kepada saya. Padi akan dipanen seminggu setelah 
kesepakatan itu dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan diberikan setelah 
padi tersebut dipanen.”  
A: “Apa alasan bapak melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan 
sistem tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu susah mencari 
buruh tani yang mau membantu dalam pemanenan, tidak mau repot karena 
musim hujan jarang adanya panas sehingga jika dibawa  pulang akan 
kerepotan dalam menjemur gabah tersebut. Selain itu bisa lebih 
menghemat waktu dan biaya” 
 
 
 
 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Biasanya dilakukan dengan cara lisan dan dilakukan di sawah kadang 
juga dilakukan di rumah saya atau rumah penebas” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya. Ada 
juga pihak penebas yang melakukan pembayaran langsung tunai setelah 
padi dipanen” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah bapak sering untung atau rugi?” 
B: “Pernah untung dan pernah rugi, tetapi lebih sering untung karena hasil 
panen bisa sesuai dengan taksiran” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang sering terjadi ketika saya menjual padi dengan cara 
tebasan yaitu seringkali pihak penebas mengundur waktu pemanenan tanpa 
memberitahu saya kalau pemanenan akan di undur. Ketika hasil panen 
tidak sesuai dengan taksiran kadang sisa pembayaran akan di potong 
secara sepihak oleh penebas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Wawancara dengan Bapak Suwardi 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya dalam mengelola hasil panen, dengan cara menjual ke pedagang 
padi dengan cara kontan dan lebih sering dengan cara tebasan. Sebagian 
saya bawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari” 
A: “Dari jawaban bapak bahwa  bapak sudah melakukan jual beli dengan cara 
tebasan, lalu bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Biasanya untuk pelaksanaan saya menghubungi pihak penebas terlebih 
dahulu, baik melalui telepon atau datang langsung ke rumah penebas dan 
menyampaikan kalau saya berniat ingin menjual padi dengan sistem 
tebasan. Kemudian penebas datang ke sawah saya untuk mensurvei padi 
yang akan saya jual, kondisi padi yang akan saya jual sudah mulai 
menguning biasanya sudah berumur 3 bulan atau sudah siap panen, setelah 
itu dilakukan tawar-menawar, setelah sepakat biasanya pihak penebas 
memberikan uang muka kepada saya. Padi akan dipanen seminggu setelah 
kesepakatan itu dilaksanakan, dan sisa pembayaran akan diberikan setelah 
padi tersebut dipanen.”  
A: “Apa alasan bapak melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan 
sistem tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu susah mencari 
buruh tani yang mau membantu dalam pemanenan, jika semua dibawa 
pulang akan kerepotan dalam menjemur gabah tersebut, karena musim 
 
 
 
 
hujan jarang adanya panas. Selain itu bisa lebih menghemat tenaga, waktu 
dan biaya” 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Biasanya dilakukan dengan cara lisan saya belum pernah melakukannya 
dengan tertulis, yang terpenting saling percaya dan dilakukan di sawah 
kadang juga dilakukan di rumah saya.” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya. Ada 
juga pihak penebas yang melakukan pembayaran langsung tunai setelah 
padi dipanen” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah bapak sering untung atau rugi?” 
B: “Pernah untung dan pernah rugi, karena hasil akhir kadang sesuai 
perkiraan dan kadang tidak sesuai” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang sering terjadi ketika saya menjual padi dengan cara 
tebasan yaitu seringkali pihak penebas mengundur waktu pemanenan tanpa 
memberitahu saya kalau pemanenan akan di undur. Ketika hasil panen 
tidak sesuai dengan taksiran kadang sisa pembayaran akan di potong 
secara sepihak oleh penebas. 
 
 
 
 
 
 
10. Wawancara dengan Bapak Parman 
A: “Bagaimana bapak dalam mengelola hasil panen?” 
B: “Saya dalam mengelola hasil panen, dengan cara menjual ke pedagang 
padi. Sebagian saya bawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari” 
A: “ Apakah bapak pernah menjualnya dengan sistem tebasan?” 
B: “Iya, saya pernah melakukannya dengan sistem tebasan” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan” 
B: “Biasanya untuk pelaksanaan saya menghubungi pihak penebas terlebih 
dahulu, biasanya memalui telepon. Kemudian penebas datang ke sawah 
saya untuk mensurvei padi yang akan saya jual, kondisi padi yang akan 
saya jual sudah mulai menguning biasanya sudah berumur 3 bulan atau 
sudah siap panen, setelah itu dilakukan tawar-menawar, setelah sepakat 
biasanya pihak penebas memberikan uang muka kepada saya. Padi akan 
dipanen seminggu setelah kesepakatan itu dilaksanakan, dan sisa 
pembayaran akan diberikan setelah padi tersebut dipanen.”  
A: “Apa alasan bapak melakukan penjualan hasil panen tersebut dengan 
sistem tebasan?” 
B: “Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu lebih mudah dan 
menghemat tenaga, waktu dan biaya” 
A: “Perjanjian dilakukan dengan cara apa dan dilakukan dimana?” 
B: “Biasanya dilakukan dengan cara lisan saya belum pernah melakukannya 
dengan tertulis, yang terpenting saling percaya dan dilakukan di sawah.” 
A: “Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?” 
 
 
 
 
B: “Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, 
setelah padi dipanen sisa pembayaran akan diberikan kepada saya. Ada 
juga pihak penebas yang melakukan pembayaran langsung tunai setelah 
padi dipanen” 
A: “Dengan sistem tebasan apakah bapak sering untung atau rugi?” 
B: “Pernah untung dan pernah rugi, karena hasil akhir kadang sesuai 
perkiraan dan kadang tidak sesuai” 
A: “Permasalahan apa saja yang pernah terjadi jika menggunakan sistem 
tebasan?” 
B: “Permasalahan yang sering terjadi ketika saya menjual padi dengan cara 
tebasan yaitu seringkali pihak penebas mengundur waktu pemanenan tanpa 
memberitahu saya kalau pemanenan akan di undur. Ketika hasil panen 
tidak sesuai dengan taksiran kadang sisa pembayaran akan di potong 
secara sepihak oleh penebas. 
 
Keterangan: 
A: Pewawancara 
B: Petani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Hasil Wawancara dengan Penebas 
1. Wawancara dengan Bapak Joko Saputro 
A: “Sebagai pedagang padi, praktik jual beli apa saja yang diterapan?” 
B: “Jual beli yang saya terapkan yaitu jual beli dengan sistem tebasan” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan?” 
B: “Saya mendatangi sawah petani yang ingin menjual padinya, kemudian 
saya survei apakah padi tersebut dalam keadaan baik atau tidak, kemudian 
saya taksir dengan perhitungan saya dan dilanjutkan tawar menawar 
dengan petani, setelah adanya kesepakatan kemudian saya memberikan 
uang muka kepada petani, pemotongan padi biasanya saya potong 
seminggu setelah kesepakatan dilaksanakan.” 
A: “Apa tujuan di laksanakannya jual beli padi dengan sistem tebasan?” 
B: “Untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan keluarga.” 
A: “Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?” 
B: “Saya memberikan uang muka terlebih dahulu kepada petani, setelah padi 
dipanen sisa pembayaran akan saya berikan kepada petani.” 
A: “Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis?” 
B: “Dengan cara lisan, belum pernah melakukan dengan tertulis” 
A: “Akad jual beli padi dengan sistem tebasan terjadi kapan dan di mana? 
B: “Lebih sering dilakukan di sawah, karena bisa sekalian melihat kondisi 
padi yang sebenarnya dan dilakukan ketika padi sudah mulai menguning 
sekitar usia 3 bulan.” 
 
 
 
 
A: “Mengapa lebih memilih menggunakan sistem tebasan dibandingkan 
dengan cara jual beli biasa atau kontan?” 
B: “Karena menurut saya lebih menguntungkan menggunakan sistem tebasan 
dan mampu membantu petani untuk lebih praktis dalam menjual padinya 
yang sudah siap untuk dipanen.” 
A: “Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan? 
B: “Untuk patokan harga setiap penebas pasti mempunyai rumus tersendiri, 
kalau saya menentukannya dengan melihat keadaan padi bagus atau jelek 
padi tersebut, dilihat juga dari luas tanah missal perpatok jika kondisi padi 
bagus harganya sekitar 6 juta.” 
A: “Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana? 
B: “Kalau masalah rugi sering terjadi, jika mengalami kerugian saya meminta 
bantuan dana kepada petani, jika mengalami kerugian biasanya terjadi 
karena padi roboh sehingga dalam pemanenan sangat sulit dan 
membutuhkan tambahan tenaga yang banyak sehingga saya meminta 
bantuan dana kepada petani.” 
A: “Apakah ada kendala dalam melaksanakan jual beli tersebut?” 
B: “Ada, kendalanya yaitu masalah cuaca yang tidak menentu, kadang terjadi 
angin yang besar sehingga padi bisa roboh, kendala lain adanya wereng 
(jenis hama). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wawancara dengan Bapak Joko Diharjo 
A: “Sebagai pedagang padi, praktik jual beli apa saja yang diterapan?” 
B: “Jual beli yang saya terapkan yaitu jual beli dengan sistem tebasan” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan?” 
B: “Saya mendatangi sawah petani yang ingin menjual padinya, kemudian 
saya survei apakah padi tersebut dalam keadaan baik atau tidak, kemudian 
saya taksir dengan perhitungan saya dan dilanjutkan tawar menawar 
dengan petani, setelah adanya kesepakatan kemudian saya memberikan 
uang muka kepada petani, pemanenan biasanya saya panen seminggu 
setelah kesepakatan dilaksanakan.” 
A: “Apa tujuan di laksanakannya jual beli padi dengan sistem tebasan?” 
B: “Untuk membantu petani agar lebih mudah dalam menjual hasil panennya 
dan lebih untung karena kalau menggunakan sistem tebasan padi menjadi 
milik saya sehingga bisa memperhitungkan sendiri kapan memetiknya.” 
A: “Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?” 
B: “Saya memberikan uang muka terlebih dahulu kepada petani, setelah padi 
dipanen sisa pembayaran akan saya berikan kepada petani. Saya juga 
pernah memberikan pembayaran dengan cara tunai di akhir ketika padi 
sudah dipanen.” 
A: “Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis?” 
B: “Dengan cara lisan, belum pernah melakukan dengan tertulis, yang 
terpenting saling percaya.” 
A: “Akad jual beli padi dengan sistem tebasan terjadi kapan dan di mana? 
 
 
 
 
B: “Lebih sering dilakukan di sawah, karena bisa sekalian melihat kondisi 
padi yang sebenarnya dan dilakukan ketika padi sudah mulai menguning 
sekitar usia 3 bulan. Pernah saya lakukan di rumah petani biasanya kalau 
dilakukan di rumah petani pada saat saya datang ke sawah saya tidak 
bertemu dengan pemilik sawah tersebut.” 
A: “Mengapa lebih memilih menggunakan sistem tebasan dibandingkan 
dengan cara jual beli biasa atau kontan?” 
B: “Karena menurut saya lebih menguntungkan menggunakan sistem tebasan 
dan mampu membantu petani untuk lebih praktis dalam menjual padinya 
yang sudah siap untuk dipanen. Selain menguntungkan resiko juga sangat 
besar.” 
A: “Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan? 
B: “Untuk patokan harga setiap penebas pasti mempunyai rumus tersendiri, 
kalau saya menentukannya dengan melihat keadaan padi bagus atau jelek 
padi tersebut, tergantung ukuran atau luas lahan.” 
A: “Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana? 
B: “Kalau masalah rugi sering terjadi, jika mengalami kerugian saya meminta 
bantuan dana kepada petani, untuk sedikit meringankan kerugian saya” 
A: “Apakah ada kendala dalam melaksanakan jual beli tersebut?” 
B: “Ada, kendalanya yaitu masalah cuaca yang tidak menentu, kadang terjadi 
angin yang besar sehingga padi bisa roboh, kendala lain yaitu ketika padi 
sudah terlanjur dipotong dan tiba-tiba hujan, maka padi tersebut akan 
basah dan lama dalam pengeringan” 
 
 
 
 
3. Wawancara dengan Ibu Suprapti 
A: “Sebagai pedagang padi, praktik jual beli apa saja yang diterapan?” 
B: “Jual beli yang saya terapkan yaitu jual beli dengan sistem tebasan dan jual 
beli dengan cara kontan” 
A: “Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan?” 
B: “Pihak petani menghubungi saya menawarkan padinya, kemudian saya 
mendatangi sawah petani yang ingin menjual padinya, kemudian saya 
survei apakah padi tersebut dalam keadaan baik atau tidak, kemudian saya 
taksir dengan perhitungan saya dan dilanjutkan tawar menawar dengan 
petani, setelah adanya kesepakatan kemudian saya memberikan uang muka 
kepada petani, pemotongan padi biasanya saya potong seminggu setelah 
kesepakatan dilaksanakan.” 
A: “Apa tujuan di laksanakannya jual beli padi dengan sistem tebasan?” 
B: “Untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan keluarga.” 
A: “Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?” 
B: “Saya memberikan uang muka terlebih dahulu kepada petani, setelah padi 
dipanen sisa pembayaran akan saya berikan kepada petani.” 
A: “Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan atau tertulis?” 
B: “Dengan cara lisan” 
A: “Akad jual beli padi dengan sistem tebasan terjadi kapan dan di mana? 
B: “Lebih sering dilakukan di sawah, dilakukan ketika padi sudah mulai 
menguning sekitar usia 3 bulan.” 
 
 
 
 
A: “Mengapa lebih memilih menggunakan sistem tebasan dibandingkan 
dengan cara jual beli biasa atau kontan?” 
B: “Karena menurut saya lebih menguntungkan menggunakan sistem tebasan 
dan mampu membantu petani untuk lebih praktis dalam menjual padinya 
yang sudah siap untuk dipanen.” 
A: “Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan? 
B: “Untuk patokan harga, kalau saya menentukannya dengan melihat keadaan 
padi bagus atau jelek padi tersebut, dilihat juga dari luas tanah.” 
A: “Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana? 
B: “Kalau masalah rugi sering terjadi, jika mengalami kerugian saya meminta 
bantuan dana kepada petani.” 
A: “Apakah ada kendala dalam melaksanakan jual beli tersebut?” 
B: “Ada, kendalanya yaitu masalah cuaca yang tidak menentu, kadang terjadi 
angin yang besar sehingga padi bisa roboh.” 
 
A: Pewawancara 
B: Petanebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Dokumen Foto 
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Dokumentasi wawancara dengan penebas 
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